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Kata Pengantar
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia

adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan

kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan tersebut, maka perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan

rakyat (MPR), lembaga penwakilan rakyat (DPR), dan lembaga perwakilan

daerah (DPD).

Berdasarkan UUD NRI 1945 hasil amandemen ke-IV (terakhir), tugas,

fungsi, wewenang, dan tata cara pemilihan Anggota DPR Rl termuat mulai dari

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22. Pasal 22A, dan Pasal 228.

Adapun terkait dengan fungsi DPR Rl, diatur dalam Pasal 20A ayat 1,

dengan tiga fungsi utama. Pertama, fungsi legislasi, yaitu DPR mempunyai

wewenang untuk membuatundang-undang bersama-sama dengan presiden.

Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh presiden

(eksekutif), dapat pula oleh DPR (legislatif) melalui penggunaan Hak Inisiatif

(Pasal 21).

Kedua, fungsi penganggaran, yaitu kewenangan DPRuntukmenetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh

presiden (eksekutif) setelah ditetapkan dan dibahas secara bersama-sama.

Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan

pengawasan terhadap pemerintah yang dapat berupa pengawasan terhadap

pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah lainnya

berdasarkan UUD NR11945.
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Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan fungsi DPR Rl secara lebih

lanjut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Penwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Dalam UUD MD3 tersebut, dijelaskan bahwa tiga fungsi DPR di atas

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung
upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 69 ayat 2). Sejalan dengan

prinsip partisipasi dan representasi tersebut, DPR juga berwenang menyerap,
menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal

72 poin g).

Untuk mengakselerasi dan memberikan inovasi bagi terwujudnya tugas,

fungsi, dan wewenang DPR Rl di atas, maka DPR dituntut untuk mampu

bertransformasi menjadi Parlemen Modern. Membangun Parlemen Modern ini

pada dasamya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan

legitimasi DPR. Dalam konsep Parlemen Modem, DPR memang harus dapat

memastikan informasi parlemen dapat disebarkan secara proaktif serta

memungkinkannya dibangun sebuah mekanisme yang meningkatkan

partisipasi publik pada kerja parlemen. DPR juga harus membangun

mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang mumpuni sehingga dapat

diakses secara mudah dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa peraturan tugas, wewenang, dan fungsi di

atas sejauh ini berdasarkan fakta dan data yang valid, masih belum

menemukan relevansinya di masyarakat. Setidaknya, penulis mencatat

beberapa data terkait hal tersebut.

Pertama, hanya 50,5 persen masyarakat menilai Anggota DPR telah

berkinerja baik^ Hasil survey yang dirilis oleh lembaga Politika Research and

Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) pada medio Februari

^Dikutip dari laman httos://nasional.koinDas.com/read/2020/02/23/18260221/survei-prc-dan-ppi-505-
persen-resoonden-aneeap-kineria-dpr-baik. diakses pada Rabu 14 April 2021 pukul 12:29 AM.
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2020 tersebut, mengambil responden sebanyak 2.197 orang dengan turut pula

memberikan pertanyaan kepada lima lembaga negara lainnya, selain DPR,

yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap MA

sebesar 53,2 persen, MPR 52,7 persen, MK 50,9 persen, DPD 51,4 persen,

dan BPK 48,9 persen.

No. Lembaga Negara Persentase

Berkinerja Baik

Keterangan Survei ^

1. MA 53,2 persen Survei dilakukan pada periode 28

Januari hingga 5 Februari 2020

dengan metode multistage random

sampling secara proporsional

terhadap 2.197 orang di 220

desa/kelurahan.

Tingkat kepercayaan survey

mencapai 95 persen dengan margin

of error sebesar 2,13 persen

2. MPR 52,7 persen

3. DPD 51,4 persen

4. MK 50,9 persen

5. DPR 50,5 persen

6. BPK 48.9 persen

label 1: Peringkat Lembaga Berkinerja Baik Berdasarkan Survei

Kedua, sebanyak 52 persen hasil survei menyebutkan bahwa 52 persen

publik tidak percaya bahwa DPR Rl melakukan pengawasan terhadap

penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi dampak wabah COVID-

192. Hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada

November 2020 lalu, sekaligus juga menyampaikan bahwa DPR berada di

urutan terbawah dari 11 lembaga yang disurvei. Survei ini dilakukan terhadap

1.200 responden pada 13-17 0ktober2020 dengan margin of error seWiiar 2,9

persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh

provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

^Dikutip dari laman http://www.lsi.or.id/file download/177 yangdiaksespada Rabu 4 April 2021 pukul
12:50 AM.
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Secara urutan, tembaga yang paling dlpercaya hingga tidak dipercaya

publik dalam pengawasan terhadap penyaluran Bansos COVID-19 adalah

presiden, diikuti pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, Pemda

Kabupaten/Kota, Pemda Desa/Kelurahan, Gugus Tugas COVID-19, KPK,

LSM, Polisi, media massa, Ombudsman Rl, dan DPR.

Presid«n

Pem«rintah Provinsi

Kefnenteilan Sostai

ih Daersh (Kabupaten/Kota)

Pemerintah desa/kelurahan

In. 74

\s 73 mmmm^

77

70

60

u 60

55 •

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Polisi

Media massa

Ombudsman ftepublik Indonesia (OftI)

Oewan P«rwaki(an Rakyat (OPft)

0 20 40 60 80 100

Sangat percsya GJkuppercaya • Tidak percaya • Sangat bdak percaya •TTfTi

Gambar 1: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pengawasan

Penyaluran Bansos COVID-19 (LSI, 2020)

Ketiga, lembaga survey Charta Politika dalam rilisnya di bulan Agustus

2018 menyebutkan hanya sebesar 38,8 persen publik yang menilai kinerja

DPR telah terbuka^. Sedangkan, responden yang menilai DPR sebagai

lembaga tertutup berjumlah 16,4 persen, sama saja 25,3 persen, dan tidak

menjawab atau tidak tahu sebanyak 19,5 persen. Survei ini diperoleh dari 800

responden di kota besardi Indonesia yang berlangsung pada 23-26 Aguustus

2018.

Dengan melihat aturan hukum yang seharusnya (das sollen) dengan

fakta dan data peristiwa yang terjadi di masyarakat {das sein), maka sudah

seharusnya untuk melakukan inovasi kebijakan terkait prinsip-prinsip terkait

' Dikutip dari httDs://nasional.temDO.CQ/read/1121502/survei-charta-Dolitika-dpr-kini-dinilai-lebih-
terbuka/full&view=ok yang diakses pada Rabu14 April 2021 pukul 1:38 AM.

13



tugas, fungsi, dan wewenang DPR untuk lebih aspiratif, edukatif, dan terbuka

kepada publik. Inovasi kebijakan terkait pelayanan informasi ini dilakukan

melalui dukungan dan peran Sekretariat Jenderal DPR Rl beserta unit-unit

kerja di dalamnya yang terkait secara optimal dan terukur.

Salah satunya unit kerja yang mendukung untuk menghadirkan inovasi

kebijakan dalam rangka optimalisasi fungsi DPR untuk lebih aspiratif, edukatif,

dan terbuka kepada publik tersebut adalah Sub Bagian Media Cetak dan

Website yang berada dalam Bagian Media Cetak dan Media Sosial di Biro

Pemberitaan Parlemen yang diampu oleh Jurnalis sebagai Jabatan

Pelaksana.

Dasar hukum dan kebijakan yang melandasi Sub Bagian di atas untuk

melakukan inovasi kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021. Persetjen yang telah resmi disahkan

pada 18 Maret 2021 ini, memiliki fungsi yang salah satunya adalah pelayanan

informasi (Pasal 4 poin g).

Selain itu, Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas

menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial,

pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan (Pasal

150). Sedangkan untuk Sub Bagian Media Cetak dan Website mempunyai

tugas melakukan pengelolaan pemberitaan di media cetak dan website (Pasal

156).

Di sisi lain, dalam rangka untuk optimalisasi tugas, fungsi, dan wewenang

DPR di atas pula, Sekretariat Jenderal DPR Rl melalui Persetjen Nomor 10

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Rl Tahun

2020-2024, memiliki target Informatif pada tahun 2021 dalam hal

Telaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dukungan Sub Bagian Media Cetak dan Website dalam kerangka

peningkatan produk pemberitaan yang lebih aspiratif, edukatif, dan terbuka

kepada publik ini pun selaras dengan Visi Sekretariat Jenderal DPR Rl, yaitu

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl yang
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Profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR

Rl.

Adapun secara internal kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR Rl,

terkait transparansi, aspirasi, dan keterbukaan informasi tersebut tercernnin

dari data dan fakta berikut ini. Sehingga, data, informasi, dan fakta baik dari

lingkungan eksternal maupun dari penilaian Sekretariat Jenderal DPR Rl

dapat menjadi acuan untuk optimalisasi dukungan pelayanan terhadap tugas

dan fungsi DPR Rl melalui hadimya inovasi kebijakan.

tlumteh Aftpfrasl/P*fi9a<fu«n Mssyarsksl (1 0^to4>*r 2019 •
14Jun 2020)

W

Sur»t

Sum^ Ba^an Ptflca<kianMasyarakM. SckrcUfttc Jenderal OPR Rl

Gambar 2. Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR per 1

Oktober 2019 s.d. 27 Juli 2020^^

Dari grafik di atas terlihat bahwa fungsi aspirasi dan transparansi yang

berasal dari masyarakat leblh banyak tersalurkan melalui kanal konvensional

(non elektronik) berupa surat. Pemetaan ini menjadi penting dalam rangka

untuk melihat kecenderungan publik dalam memilih kanal penyaluran aspirasi,

baik berupa aduan maupun informasi terhadap kinerja DPR Rl. Dengan

adanya pemetaan ini dapat Juga untuk melakukan determinasi optimalisasi

* Dokumen Ringkasan Laporan Kinerja DPR Rl Tahun Sidang 2019-2020. Dokumen dapat
diakses melalui laman https://www.dpr.qo.id/dokakd/dokumen/-RINGKASAN-LAPORAN-

KINERJA-DPR-2019-2020-1599136841 .pdf. halaman 47. diakses pada Jumat 23 April 2021
11:50 PM.
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fungsi pelayanan publik ASN dalam rangka mendukung kinerja DPR Rl dalam

hal aspirasi, transparansi, dan edukasi.

Selain itu, rancangan aktualisasi ini juga perlu melihat sudah seberapa

tinggi determinasi kepuasan Anggota DPR Rl terhadap seluruh aspek

pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR

Rl sejauh ini. Penilaian ini diperlukan untuk menentukan dari titik mana harus

melakukan optimalisasi dalam rangka peningkatan pelayanan, khususnya

melalui unit kerja Sub Bagian Media Cetak dan Website.

aEUiil tsasrsaj
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Tabel 2. Hasll Survei Internalterkait Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap

Seluruh Aspek Pelayanan yang Diberikan Setjen DPR Rl^

Dari hasil survei di atas dapat dislmpulkan bahwa Indeks Kepuasan

Anggota DPR mengalami peningkatan menjadi Kategori B (Baik) dengan nilai di

atas 80 pada 2019. Peningkatan ini dapat dipahami sebagai suatu perbaikan

yang dilakukan terus-menenjs namun masih perlu dilakukan optimalisasi

sehingga indeks kepuasan tersebut dapat mendekati angka optimal sebesar 100.

Dengan adanya latar belakang yang didasarkan pada aspek mulai dari

peraturan perundang-undangan. peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl, data dan

fakta baik yang bersumber dari lembaga ekstemal maupun internal Sekretariat

Ibid
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Jenderal DPR Rl di atas dapat menjadi acuan {startingpoint) untuk menganalisis

leblh jauh sehingga gagasan pemecahan masalah yang dihadirkan tidak

mengulang apa yang pernah dicapai, melainkan untuk peningkatan (optimalisasi)

yang telah diraih dan penguatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian, Rumusan Masalah /Isu dari Rancangan Aktualisasi

yang akan digunakan selama Masa Habituasi dalam Proyek Perubahan inl

adalah

"Belum tercapainya optimalisasi kinerja dan citra positif DPR Rl

melalui dukungan inovasi kebijakan produk pembehtaan yang lebih

aspiratif, edukatif, dan terbuka kepada publik"

B. Dasar Hukuni

Rancangan Aktualisasi ini merupakan salah satu syarat penugasan

demi tercapainya kelulusan dalam kegiatan Latihan Dasar (latsar) CPNS

Sekretariat Jenderal DPR Rl. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan

rancangan aktualisasi ini, yaitu

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

Dalam UU tersebut dalam Pasal 63-65 dijelaskan sebagai berikut

Pasal 63

(1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 diangkat menjadi calon PNS.

(2) Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan

terintegrasi (prajabatan) untuk membangun integritas moral,
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kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan

kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung

jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi

bidang.

Pasal 64

(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(3) bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

(2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan

kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama

masa percobaan.

Pasal 65

(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi

persyaratan: a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan b. sehat

jasmani dan rohanl.

(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat

Pembina Kepegawalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagal calon PNS

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020 revisi PP Nomor 11/2017

tentang Manajemen PNS

Dalam dua PP tersebut dijelaskan sebagal berikut

PP No 17/2020 Pasal 34A

(1) Dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan (Pendidikan dan

pelatihan terintegrasi) bagI Calon PNS tIdak dapat dilaksanakan

dalam masa percobaan karena kondlsl tertentu, pengangkatan

Calon PNS menjadi PNS dapat dllakukan setelah Calon PNS

menglkuti dan lulus pelatihan prajabatan.
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(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan

anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya

manusia pelatihan, danf atau kebijakan strategis nasional.

PP No 11/2017 Pasal 34

(1) Galon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasat 33 wajib

menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

(2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan masa prajabatan.

(3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.

(4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun

integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi

nasionalisme dan kebangsaan, karalter kepribadian yang

unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat

profesionalisme serta kompetensi bidang.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

(6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala LAN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

diaturdengan Peraturan Kepala LAN.

c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018

tentang Pengembangan Kompetensi PNS

Pasal 4

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk

mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan
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hasil penitaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang
bersangkutan.

(2) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan
Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling
sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahunA

Pasal 25-32

Pasal 25

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

a. pendidikan; dan/atau

b. pelatihan.

Pasal 26

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada
pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b terdiri atas:

a. pelatihan klasikal; dan

b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 28

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang

menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam
kelas.

(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:

a. pelatihan struktural kepemimpinan;

b. pelatihan manajerial;

c. pelatihan teknis;

d. pelatihan fungsional;
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e. pelatihan sosial kultural;

f. seminar/konferensi/sarasehan;

g. workshop atau lokakarya;

h. kursus;

i. penataran;

j. bimbingan teknis;

k. sosialisasi; dan/atau

I. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal

lainnya.

Pasal 29

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang

menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau

pembelajaran di luar kelas.

(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:

a. coaching:

b. mentoring:

c. e-learnlng:

d. pelatihan jarak jauh:

e. detaserlng (secondment):

f. pembelajaran alam terbuka (outbond):

g. patok banding (benchmarking):

h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha

milik negara/ badan usaha millk daerah:

i. belajar mandiri (self development):

j. komunitas belajar (community of practices):

k. bimbingan di tempat kerja:

I. magang/praktik kerja: dan

m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan

nonklasikal lainnya.
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Pasal 30

Bentuk dan jalur Pengembangan KompetensI beserta konversinya

tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan tidak

terplsahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk

pendldikan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 huruf a

dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategls Instansl,

kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan

karier.

(2) Pendldikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui mekanisme tugas belajar sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat

dilaksanakan secara:

a. mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di Instansl

Pemerintah yang terakreditasi;

b. bersama dengan instansl pemerintah lain yang memiliki akreditasi

untuk melaksanakan pelatihan; atau

c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen

yang terakreditasi.

d. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Standar Kompetensi Jabatan ASN

0. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021

tentang Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS)

C. Tujuan
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Dengan mengacu pada latarbelakang, njmusan masalah, hingga dasar

hukum diselenggarakannya pelatihan dasar secara umum, maka tujuan

dilakukannya rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut

a. Mengetahui bagaimana cara bekerja Sub Bagian Media Cetak dan

Website dalam mendukung pelayanan pemberitaan untuk

optimalisasi fungsi aspirasi, edukasi, dan keterbukaan publik DPR

Rl

b. Mengetahui apa saja identifikasi isu yang masih menjadi

permasalahan dalam unit kerja Sub Bagian Media Cetak dan

Website dalam rangka optimalisasi fungsi aspirasi, edukasi, dan

keterbukaan publik DPR Rl

c. Mengetahui bagaimana cara melakukan analisis penetapan isu

utama (Core Issue) yang menjadi permasalahan dalam unit kerja

Sub Bagian Media Cetak dan Website dalam rangka optimalisasi

fungsi aspirasi, edukasi, dan keterbukaan publik DPR Rl

d. Mengetahui apa dan bagaimana tahapan gagasan pemecahan

masalah untuk menjadi proyek perubahan di unit kerja Sub Bagian

Media Cetak dan Website dalam rangka optimalisasi fungsi aspirasi,

edukasi, dan keterbukaan publik DPR Rl

e. Mengetahui apa dan bagaimana dampak jika permasalahan

tersebut tidak segera ditangani melalui gagasan pemecahan

masalah di unit kerja Sub Bagian Media Cetak dan Website dalam

rangka optimalisasi fungsi aspirasi, edukasi, dan keterbukaan publik

DPR Rl

D. Manfaat

Dengan adanya rancangan aktualisasi ini, penulis berharap dapat bermanfaat

terutama untuk

a. Menjadi acuan untuk terus melakukan perbaikan melalui inovasi kebijakan

demi perbaikan kualitas kinerja di Sub Bagian Media Cetak dan Website
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b. Menghadirkan konsep partemen modem bagi DPR Rl yang lebih

partisipatif, edukatif, dan terbuka kepada publik

c. Meningkatkan citra dan kinerja positif DPR Rl kepada pubiik sebagai

lembaga legislatif yang menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai

peraturan penjndang-undangan.

d. Meningkatkan pelayanan Sub Sub Bagian Media Cetak dan Website

terhadap Anggota DPR Rl, khususnya dalam hal pelayanan pemberitaan

sehingga memenuhi capaian renstra Setjen DPR Rl 2021 berkategori

Informatif
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BAB 11

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Sekretariat Jenderal (Persetjen) Nomor 6

Tahun 2021 pada Paragraf 5 Pasal 150, disebutkan bahwa Biro Pemberitaan

Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan di

media cetak dan media sosial, media televisi dan radio, serta pengelolaan

urusan penerbitan.

Selanjutnya pada Pasal 151, disebutkan bahwa dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 tersebut, Biro Pemberitaan

Parlemen menyelenggarakan fungsi

a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di

lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di

media cetak dan media sosial, televisi dan radio parlemen, dan

penerbitan;
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c. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan

website;

d. Penyelenggaraan televisi dan radio;

e. Penyelenggaraan urusan penerbitan;

f. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang

Persidangan.

Selanjutnya pada Pasal 154, Bagian Media Cetak dan Media Sosial

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak

dan Media Sosial;

b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak,

websiter, media sosial, dan analisis media;

c. Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak dan website;

d. Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial;

e. Pelaksanaan analisis media;

f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial; dan

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Biro Pemberitaan

Parlemen.

Selain itu, Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen DPR Rl

pada tahun 2020-2024, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Biro Pemberitaan Parlemen®, yaitu:

a. Keterbukaan Informasi dan

b. Pelayanan berdasarkan SPBE

Tujuan dan Sasaran kinerja Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

1. Tujuan

®Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemberitaan Parlemen
2020 halaman 7
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a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi

publik melalui flatform Media sosial, Media Cetak, TV dan Radio,

dan EdukasI Parlemen serta Pelayanan PPID

b. Meiaksanakan Pelayanan berdasarkan SPBE (sistem pelayanan

berbasis elektornik)

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pemberitaan

Parlemen adalah terwujudnya:

a. Dukungan keterbukaan Informasi DPR Rl, melalui platform

media sosial, media cetak, media elektronik, edukasi

parlemen, dan PPID.

b. Terwujudnya pengelolaan ketatalaksanaan pemerlntahan yang

baik dibidang pelayanan Informasi berbasis SPBE

c. Terwujudnya akuntabilitas.

B. Struktur Organisasi

Sebagalmana dlatur dalam Peraturan Sekretarls Jenderal (Persetjen)

Nomor6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merujuk pada ketentual

Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat

Jenderal Dewan Penwakllan Rakyat, maka Biro Pemberitaan Parlemen

memiliki tiga bagian. Salah satu bagian yang terkait dengan strukturorganisasi

tempat penulis bekerja adalah dl Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri dari atas Sub Bagian Media

Cetak dan Website, Sub Bagian Media Sosial, dan Sub Bagian Analisis Media.

Sub Bagian Media Cetak dan Website mempunya tugas mengelola

pemberitaan dl media cetak dan website. Dalam Rensta Sekjen 2020-2024,

disebutkan bahwa Pemberitaan Parlemen memiliki indicator kinerja yaitu

tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR Rl.
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Adapun tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Media Cetak dan Website

telah disusun untuk mendukung terpcapainya visi, nnisi, dan tujuan Sekretariat

Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR Rl. Visi tersebut adalah

teoA/ujudnya Setjen dan BK DPR Rl yang profesional, andal, transparan, dan

akuntabel dalam mendukung fungsi DPR Rl.

Sehingga, jika dirumuskan struktur organisasi di Deputi Bidang

Persidangan adalah sebagai berikut

Unit Kerja

Deputi Bidang Persidangan;

Biro Pemberitaan Parlemen

a. Bagian Media Cetak dan Media Sosial

b. Bagian Televisi dan Radio Parlemen

d. Nama Unit Eselon IV : a. Subbagian Media Cetak;

b. Subbagian Media Sosial dan Website;

c. Subbagian Program dan Produksi Televisi;

d. Subbagian Radio.

a. Nama Unit Eselon I

b. Nama Unit Eselon II

c. Nama Unit Eselon III
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Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen beserta Sub

Bagian Media Cetak dan Website^

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2016, tugas Jurnalis di

profesi Pegawai Negeri Sipil di antaranya adaiah melakukan kegiatan

penghimpunan, identifikasi data dan informasi, serta mengadministrasikan

dan mendokumentasikan dalam bentuk media cetak atau digital

BerdasarkanJob desk Reporter di Sub Bagian MediaCetak dan Website,

tugas utama reporter adaiah menghasilkan berita atau informasi dan

menyiarkan secepat mungkin (Renstra Sekjen 2020-2024). Oleh karena itu,

setiap Jurnalis Media Cetak dan Website harus memiliki kompetensi

keterampilan menulis berita secara tepat, cepat, dan berpihak untuk

kepentingan DPR Rl dan masyarakat luas.

Adapun berdasarkan jabatan yang diembang penulis sebagai Jurnalis di

Biro Pemberitaan Parlemen, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sudah

ditetapkan dan disepakati adaiah sebagai berikut

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan peliputan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl sesuai

dengan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Uraian Tugas:

a. Meliput kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl untuk bahan penyusunan

press release.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

' Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persetjen) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata KerjaSekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
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I 1 I I. I I III nil

1) Menerima penugasan untuk meliput kegiatan Dewan Penvakilan

Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR Ri untuk bahan penyusunan press release dari atasan

(Kepala Subbagian).

2) Mengikuti kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl untuk bahan

penyusunan press release.

3) Mewawancarai narasumber terkait kegiatan Dewan Penwakilan

Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR Rl untuk bahan penyusunan press release.

4) Menyimpan arsip dan dokumentasi peliputan kegiatan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR Rl untuk bahan penyusunan press release.

5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas peliputan kegiatan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR Rl kepada atasan (Kepala Subbagian).

b. Menyusun konsep press release kepada atasan.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1) Menerima penugasan untuk menyusun konsep press release dari

atasan (Kepala Subbagian).

2) Mengumpulkan bahan dan informasi terkait kegiatan Dewan

Penwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl untuk bahan penyusunan konsep press

release.

3) Mempelajari bahan dan informasi terkait kegiatan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR Rl untuk bahan penyusunan press release.

4) Menyusun konsep press release terkait Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR Rl.
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5) Menyampaikan konsep press release kepada atasan (Kepala

Subbagian).

6) Menyempurnakan konsep press release berdasarkan hasil koreksian

atasan.

7) Melaporkan hasil penyempurnaan konsep press release kepada

atasan (Kepala Subbagian).

c. Menyampaikan press release kepada media massa untuk

dipublikasikan.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1)Menerima penugasan untuk menyampaikan press release kepada

media massa untuk dipublikasikan dari atasan (Kepala Subbagian).

2) Melakukan koordinasi dengan media massa terkait penyampaian

press release.

3) Menyampaikan press release kepada kepada media massa untuk

dipublikasikan.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyampian press release bagi

media massa kepada atasan (Kepala Subbagian).

d. Mengklarifikasi berita negatif tentang kinerja dewan.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1) Menerima penugasan untuk mengklarifikasi berita negative tentang

kinerja Dewan kepada media massa dari atasan (Kepala Subbagian).

2) 2) Mengumpulkan berita dan infonnasi terkait isu negative kinerja

Dewan.

3) Menyusun konsep tanggapan untuk mengklarifikasi berita negative

tentang kinerja Dewan.

4) Menyampaikan konsep tanggapan untuk mengklarifikasi berita

negative tentang kinerja Dewan. 218

5) Menyempurnakan konsep tanggapan untuk mengklarifikasi berita

negative tentang kinerja Dewan berdasarkan hasil koreksian atasan.
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6) Melaporkan hasil penyempurnaan konsep tanggapan untuk

mengklarifikasi berita negative tentang kinerja Dewan kepada atasan

(Kepala Subbagian).

e. Mengumpulkan dan mengelolah data serta informasi sebagai balian

penyusunan artikel.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1) Menerima penugasan untuk mengumpulkan dan mengelolah data

serta infonnasi sebagai bahan penyusunan artikel dari atasan (Kepala

Subbagian).

2) Mengumpulkan bahan dan Informasi terkait kegiatan Dewan

Pen/vakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl sebagai bahan penyusunan artikel.

3) Mengklasifikasi bahan dan informasi terkait kegiatan Dewan

Penwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl sebagai bahan penyusunan artikel.

4) Menyimpan bahan dan informasi terkait kegiatan Dewan Penwakilan

Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR Rl sebagai bahan penyusunan artikel.

5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengelolah

data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel kepada atasan

(Kepala Subbagian).

f. Menyusun artikel terkait Dewan Penwakilan Rakyat Republik

Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1) Menerima penugasan untuk menyusun konsep artikel dari atasan

(Kepala Subbagian).

2) Mengumpulkan bahan dan informasi terkait kegiatan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl untuk bahan penyusunan artikel.
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3) Mempelajari bahan dan informasi terkait kegiatan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR Ri untuk bahan penyusunan artikel.

4) Menyusun konsep artlkel terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

5) Menyampaikan konsep artlkel kepada atasan (Kepala Subbagian).

6) Menyempurnakan konsep artikel berdasarkan hasll korekslan atasan.

7) Melaporkan hasil penyempurnaan artikel kepada atasan (Kepala

Subbagian).

g. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1)Menerima penugasan untuk melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diperintahkan pimpinan balk lisan maupun tertulis dari atasan

(Kepala Subbagian).

2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis kepada atasan

(Kepala Subbagian).

h. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan

setlap waktu diperlukan.

Tahapan Pelaksanaan Tugas:

1)Menerima penugasan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai

dengan prosedur sebagai laporan kinerja pelaksanaan tugas kepada

atasan (Kepala Subbagian).

2) Mengumpulkan bahan terkait penyusunan laporan kegiatan.

3) Menyusun konsep laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai

laporan kinerja pelaksanaan tugas.
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4) Melaporkan konsep laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai

laporan kinerja pelaksanaan tugas kepada atasan (Kepala

Subbagian).

Hasil Kerja:

a. Hasil peliputan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Kealilian DPR Rl

untuk bahan penyusunan press release.

b. Konsep press release.

c. Dokumentasi penyampaian press release kepada media massa.

d. Konsep tanggapan atas berita negatif tentang kinerja Dewan.

e. Dokumentasi data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel.

f. Konsep artikel terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

g. Laporan pelaksanaan tugas lainnya

h. Laporan kerja

Tanggung Jawab:

a. Ketepatan dan kecepatan penyediaan liputan kegiatan kegiatan

Dewan dan Sekretariat Jenderal®.

b. Ketepatan konsep press release.

c. Ketepatan kegiatan press release kepada media massa untuk

dipublikasikan. 220

d. Ketepatan konsep tanggapan atas berita negatif tentang kinerja

Dewan.

e. Kelengkapan dokumentasi data serta informasi sebagai bahan

penyusunan artikel.

®Berdasarkan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemberitaan Parlemen
tahun 2020, disampaikan bahwa rata-rata capaian kecepatan penayangan berita yang dihasilkan dari
kinerja reporter, baik dalam peliputan di dalam maupun di luar lingkungan Gedung DPR Rl, adalah rata-
rata 4,6 jam. Capaian ini lebih cepat hingga 552 %, melebihi dari target yaitu penayangan berita di
website adalah 1 hari (24 jam).
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f. Ketepatan konsep artikel terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.

g. Ketepatan pelaksanaan tugas lainnya.

h. Ketepatan konsep laporan kerja baik secara berkala maupun setiap

waktu diperlukan.
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BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identiflkasi Isu

Identifikasi Isu atau masalah merupakan bagian dari proses penelitian
yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah
yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji®.
SIngkatnya, Idenfikasi Isu adalah proses untuk menentukan apa saja yang
menjadi bagian inti dari sebuah penelitian.

Menemukan dan mengidentifikasi isu yang tepat sangat penting dalam
proses untuk meneliti dan menyelesaikan masalah tersebut. Identifikasi isu
yang tepat sangat penting sebagai batu loncatan untuk langkah-langkah
penyelesaian masalah yang lainnya. Jika masalah yang dlldentifikasi sudah
tidak tepat, maka tentu saja analisis dan penelitian yang dilakukan kurang
tepat.

Dalam Laporan Rancangan Aktualisasi yang disusun ini, penulis
melakukan identifikasi masalah prioritassesuai dengan kedudukan dan peran
penulis sebagai ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan melalui 3 (tiga) mata pelatihan selama Latsar CPNS, yaitu
Pelayanan Publik, Manajemen Isu, dan Whole of Government.

Masing-masing tiga mapel tersebut, sebelumnya telah penulis lakukan
penetapan isu/masalah prioritas melalui Teknik Penapisan Isu. yaitu Metode
USG {Urgency, Seriousness, and Growthf^. Urgency terkait seberapa

^Uhat artikel berjudul "Identifikasi Masalah; Pengertian, Cara, dan Contohnya" yang dimuat dalam
https://insanpelaiar.com/identifikasi-masalah/ diakses pada 22 April 2021 pukul 2:01 AM.

Penjelasan lengkap tentang Teknik Penapisan Isu menggunakan Metode USG dapat dilihat pada artikel
berjudul "Analisis SWOT dalam Meningkatkan Program Jak Lingko", yang dimuat dalamhttPs://Qsf.io/8nwtf/download#:^:text=Ureencv%2C%20Seriousness%2C%2QGrowth%20(USG)%20adala
h%20salah%20satu%20alat.skor%2Qtertinegi%20merupakan%20isu%2Qorioritas. diakses pada Sabtu 24
April 2021 pukul 12:15 AM
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mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti;

Seriousness terkait seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan

dengan akibat yang akan ditimbulkan; Growth terkait seberapa besar

kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Sehingga, dengan melakukan pengujian dari dua hingga tiga isu dari

masing-masing mata pelatihan tersebut, penulis menetapkan satu isu

prioritas yang akan diuji kembali untuk ditetapkan satu Core Issue. Core Issue

inilah yang pada gilirannya akan menjadi sorotan penulis dan dicari

penyelesaiannya melalui gagasan penyelesaian selama masa habituasi.

A.1 Isu Ke-1

Identifikasi Isu inl berkaitan dengan Pelayanan Publik dalam dua dimensi,

yaitu dimensi pelayanan terhadap anggota dewan secara langsung dan

dimensi pelayanan terhadap masyarakat secara tidak langsung dalam lingkup

Sub Bagian Media Cetak dan Website.

Biro Pemberltaan Pahemen

A

Anggota DPR Rl Publik (Konstltuen)

Gambar 4. Segitiga Pelayanan Publik Biro Pemberitaan Parlemen

Perlu diketahui, bahwa terdapat 575 anggota DPR Rl beserta beberapa

pimpinan di Sekretariat Jenderal DPR Rl yang menjadi fokus pelayanan dalam

pemberitaan di Sub Bagian Media Cetak dan Website. Tiap harinya, setiap

ASN dan PPNASN yang berada dalam sub bagian ini mendapatkan

penugasan peliputan, baik untuk kegiatan anggota dewan maupun pimpinan
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di Setjen DPR Rl, baikkegiatan yang berada dalam maupun di luar lingkungan

Gedung DPR Rl.

Selain itu Sub Bagian ini juga melayani warga secara tidak langsung yaitu

menghadirkan pemberitaan yang ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan

publik secara luas, baik bersifat top-down maupun bottom-up.

Dengan mengacu pada analisis segitiga pelayanan publik di atas serta

didukung dengan data dan fakta yang telah dijabarkan pada Bab Pendahuluan

(Latar Belakang) di atas. maka perlu kiranya menghadirkan suatu inovasi baru

melalui optimalisasi pemberitaan di Majalah Parlementaria.

Salah satu Inovasi kebijakan dalam Majalali Parlementaria tersebut

adalah melalui adanya rubrik Mimbar Demokrasi dan rubrik Dinamika di

Majalah Parlementaria. Di sisi lain, jika dikaitkan dengan siklus kebijakan

publik, maka anggota dewan sebagai perumus kebijakan publik dan wakil

rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan umpan balik {feed back)

dari konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga, citra positif dan pemenuhan

kewajiban anggota dewan sebagai wakil rakyat dapat terpenuhi melalui

adanya rubrik Mimbar Demokrasi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip Pelayanan Publik, maka kehadiran

dua rubrik baru tersebut akan melayani masyarakat untuk aksesibel dalam

menyampaikan pendapat, aduan, serta pandangan terhadap isu tertentu

terhadap anggota dewan. Selain itu, prinsip akuntabel dan partisipatif juga

dapat terpenuhi dikarenakan setiap aduan dan pendapat yang disampaikan

warga terhadap anggota dewan tercatat secara jelas dan validitasnya dapat

dipertanggung jawabkan. Prinsip Tidak Diskrimlnatlf pun dapat diterapkan

karena penentuan untuk memuat aduan dan pendapat dari warga didasarkan

pada kesesuaian isu yang sedang berkembang - tanpa memandang latar

belakang SARA dari warga tersebut.

Adapun para pihak yang terlibat sesuai identifikasi isu tersebut

berdasarkan Model Pentahelix dari isu keempat ini adalah

1. G: Biro Pemberitaan Parlemen
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2. A: Pengajar atau pengamat dunia media pemerintahan

3. B: Institusi Setjen DPR Rl

4. C: Pembaca Majalah Parlementaria

5. M: Majalah Parlementaria

Kehadiran Rubrik Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika ini menjadi

penting untuk segera ditindaklanjuti di internal sub bagian Media Cetak dan

Sosial dalam edisi Majalah Parlementaria ke depannya.

Dampak yang akan terjadi jika dua rubrik di atas belum dihadirkan

berkaitan dengan prinsip-prinsip Pelayanan Publik, yaitu

a. Prinsip Aksesibel dan Partisipatif, yaitu jika Rubrik Mimbar Demokrasi

belum dihadirkan dapat menurunkan citra positif Anggota maupun

Setjen DPR Rl . Hal itu karena belum adanya feed back dari pembaca

Majalah Parlementaria dalam memberikan aduan, pendapat atau

pendapat terkait suatu persoalan yang berkembang.

b. Prinsip Akuntabel, yaitu jika Rubrik Mimbar Demokrasi belum

menghadirkan setiap aduan, pendapat, atau pandangan dari konstituen

dapat menurunkan kredibilitas kinerja dewan. Dikarenakan tidak

adanya iaporan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan atas

aspirasi tersebut.

c. Prinsip Tidak Diskriminatif, yaitu jika Rubrik Mimbar Demokrasi belum

dihadirkan maka akan muncul citra bahwa Anggota DPR terkesan pilah-

pilih dalam memperjuangkan aspirasi, aduan, atau pandangan yang

berasal dari konstituen

A.2 Isu Ke-2

Identifikasi Isu dalam kaitannya dengan Whole of Government adalah

bagaimana menemukan suatu permasalahan balk mengevaluasi maupun

melakukan optimalisasi, dalam rangka menciptakan integrasi kebijakan di

internal sub bagian ini.
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Oleh karena, Whole of Government adalah sebuah pendekatan

penyelenggaraan pemerlntahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif

pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang

lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen

program, dan pelayanan publik. Pendekatan ini dihadirkan dalam rangka

menjawab persoalan internal birokrasi di Indonesia yang cenderung

mengedepankan ego-sektoral serta mentalitas silo (tertutup).

Pendekatan ini mengadopsi sistem manajemen di swasta yang berkonsep

New Public Management yang telah lama dikembangka di banyak negara,

seperti Inggris, Amerika Serika, Australia, dan Malaysia. Pendekatan ini

berupaya untuk mencegah adanya potensi disintegrasi bangsa yang plural.

Sehingga, Whole of Government diterapkan agar proses dan manajemen

birokrasi di Indonesia tetap dalam satu kesatuan sikap, mulai dari pusat hingga

daerah, maupun antar unit kerja dalam satu institusi.

Salah satu langkah untuk integrasi kebijakan tersebut adalah melalui

penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut pada gilirannya

mendukung kemudahan masyarakat dalam melakukan pengaduan,

keterbukaan informasi untuk dapat diakses oleh siapapun, hingga keadilan

dan kecepatan dalam pemberian pelayanan.

Dengan demikian, dalam lingkup lembaga legislatif {DPR Rl), Whole of

Government perlu diterapkan sebagai sebuah bentuk check and balances

system agar penyelenggaraan kekuasaan negara bisa berjalan secara efektif

dan efisien. Inilah yang menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan negara

yang terintegrasi dan saling mengontrol.

Dengan demikian, identifikasi isu dalam kaitannya dengan Whole of

Government di Sub Bagian Media Cetak dan Website yang paling utama

menurut penulis adalah yaitu belum adanya informasi detail mengenai anggota

maupun Tenaga Ahli (TA) serta Staf Administrasi Anggota (SAA) dari anggota

dewan tersebut yang termuat di dalam website. Informasi detail mengenai hal

tersebut menjadi penting karena anggota dewan ketika sudah terpilih duduk di

lembaga legislatif, merupakan representasi dari rakyat. Sehingga, setiap sikap

politik yang disampaikan merupakan representasi dari kehendak rakyat.
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Dalam kaitannya dengan sistem Whole of Government, maka karakteristik

kualitas pelayanan publik yaitu Keterbukaan Informasl menjadi hal yang

signifikan. Selain itu, dengan adanya prinsip Keterbukaan Informasi tentang

data diri anggota dewan beserta TA dan SAA tersebut mendukung adanya

prasyarat penerapan Whole of Government, yaitu akuntabilitas dan insentif.

Adapun para pihak yang terlibat sesuai identifikasi isu tersebut

berdasarkan Model Pentahelix dari isu ini adalah

2. G: Biro Pemberitaan Parlemen (Sub Bag Media Cetak dan Website)

3. A: Pengajar atau pengamat terkait dunia kelembagaan media

4. B: Para anggota dewan beserta Tenaga Ahli dan staf pribadinya

5. C: Pembaca website DPR

6. M: Website DPR

Adapun dampak jika isu atau persoalan di atas tidak diselesaikan dalam

jangka panjang adalah akan mempengaruhi penilaian Whole of Government

institusi Sekretariat Jenderal DPR Rl. Oleh karena, terdapat dua asas yang

belum dapat terpenuhi karena belum terselesaikannya isu tersebut sesuai

dengan prinsip dalam Whole of Government.

Asas pertama yang berpotensi tidak dapat terpenuhi karena belum

terselesaikannya isu di atas adalah Asas Profesionalitas. Yaitu, para ASN

yang berada di lingkup Sekretariat Jenderal DPR Rl khususnya Biro

Pemberitaan Parlemen belum mampu melayani anggota dewan secara

profesional, diukur dari fungsi dan tugas anggota dewan yang salah satunya

adalah Fungsi Aspirasi. Dengan demiklan, pemanfaatan teknologi secara

optimal belum dapat dilakukan karena belum terciptanya profesionalisme

dalam menyerap aduan atau aspirasi dari masyarakat/konstituen.

^sas kedua yang berpotensi tidak dapat terpenuhi adalah Asas

Keterbukaan. Melihat data dan fakta bahwa website DPR sejauh ini hanya

bersifat satu arah dalam penyampaiannya, membuat Asas Keterbukaan

menjadi minimal. Terlebih tidak adanya informasi detail baik anggota dewan

yang bersangkutan dan juga dari para tenaga ahli dan staf pribadi yang
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mendukungnya. Informasi detail tersebut dapat berupa alamat rumah, nomor

telepon, hingga email pribadi untuk menyampaikan aduan.

A.3 Isu Ke-3

Identifikasi Isu dalam kaitannya dengan Manajemen ASN adalah

berhubungan dengan persoalan Merit System. Sesuai dengan UU Nomor 5

Tahun 2014, fungsi dari ASN adalah sebagai berikut, yaitu

a. Pelaksana Kebijakan Publik,

b. Pelayan Publik, dan

0. Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Untuk mewujudkan fungsi ASN di atas, maka perlu dibuat Manajemen

ASN yang bersifat Merit System yang berbasis pada kompetensi,

menggantikan sistem lama, yaitu Spoil System, yaitu sistem rekrutmen atau

jenjang karir ASN berdasarkan faktor subjektlvitas dan kedekatan personal.

Merit System adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (UU ASN, Pasal 1,

butir 22).

Dengan adanya Merit System Ini kesempatan ASN untuk mencapai

puncak karir semakin terbuka, kompetisi menjadi semakin sehat, kompensasi

semakin baik, dan pengelolaan semakin akuntabel. Merit System tersebut

bermanfaat dalam rangka untuk mendukung akuntabilitas pelayanan publik

dan menjamin keterbukaan dan keadilan.

Dengan demikian, identifikasi isu dalam kaitannya dengan Manajemen

ASN di Sub Bagian Media Cetak dan Website yang paling utama menurut

penulls adalah belum adanya buku putih atau panduan dalam syarat-syarat

penullsan di maslng-masing rubrik dalam Majalah Parlementaria. Belum
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adanya panduan tersebut mengakibatkan seringnya mengakibatkan berlarut-

larut dalam rapat redaksi untuk menentukan suatu tema layak tidaknya

dimasukkan ke dalam rubrik. Dampaknya, diskusi lebih menekankan pada

subjektivitas masing-masing anggota redaksi tanpa acuan rapat yang

memadai.

Berkaitan dengan Manajemen ASN dalam kaitannya dengan Merit System

adalah belum adanya panduan tersebut mengakibatkan berkurangnya sisi

akuntabilitas dalam pelayanan publik. Yaitu, akuntabilitas mensyaratkan

setiap kinerja harus berbasis pada laporan atau pencatatan tertulis agar dapat

dipertanggung jawabkan.

Adapun para pihak yang terlibat sesuai identifikasi isu tersebut

berdasarkan Model Pentahelix dari isu ketiga ini adalah

1. G: Biro Pemberitaan Parlemen

2. A: Pengajar atau pengamat terkait dunia kelembagaan media

3. B: Institusi Setjen DPR Rl

4. C: Pembaca Majalah Parlementaria

5. M: Majalah Parlementaria

Jika belum ada panduan atau buku putih dalam pembahasan majalah,

maka dalam jangka pendek akan membuat musyawarah penentuan tema di

setiap rubrik akan semakin lama dan bersifat subjektif. Padahal, rapat redaksi

seharusnya dilakukan berdasarkan analisis, fakta, dan data sehingga dapat

menjadi argumentasi dalam musyawarah.

B. Penetapan Isu Priorltas

B.1 Teknik Analisis Isu

Dengan telah ditetapkannya satu isu prioritas dari masing-masing mata

pelatihan di atas, maka penulis perlu kiranya untuk menentukan satu Core

Issue untuk ditetapkan. Penetapan Core Issue ini pada gilirannya akan
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menjadi prioritas penulis untuk menjadi gagasan utama diselesaikan selama

masa habituasi dalam Latsar CPNS ini.

Penetapan satu Core Issue ini menggunakan Teknik Tapisan USG

beserta parameternya yang dijelaskan dalam label dalam B.2 Pemilihan Isu

Prioritas

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Tabel 3. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No Mata ISU Knorctas D^nc Growth Total Argumentasi

Pelatihan
y s

1. PELAYA Belum adanya 4 5 4 14 1. Peningkatan citra positif

NAN Rubrik Anggota DPR maupun

Mimbar Pimpinan di Setjen DPR Rl
PUBLIK

Demokrasi
2.Survey 50,5 persen

dan Rubrik Anggota DPR berkinerja
Dinamika di

baik (PRC dan PPI, Maret
Majalah

2020) 1 MA 53,2 persen;

Parlementaria MPR52,7 persen: MK50,9

persen; DPD 51,4 persen;

BPK48,9 persen.

3. Survey LSI 52 persen

publik tidak percaya DPR

awasi Bansos (Nov, 2020)
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2.

3.

WHOLE

OF

COVER

NMENT

MANAJ

EMEN

ASN

Belum adanya

profil detail

Anggota

Dewan

maupun TA

dan SAA di

website DPR,

seperti nomor

telepon,

alamat, hingga

Informasi

Kekayaan

Pribadi

Belum adanya

buku putih

atau panduan

dalam syarat-

syarat

penyusunan

rubrik di

Majalah

Parlementaria

12

11

1. 38,8 persen publik

menilai DPR klnerjanya

terbuka (Charta Politika,

2020)

2. Menjaga komunikasi

antara rakyat dengan

wakilnya pascapemilu

Bersifat Internal redaksi

Majalah Parlementaria di

Sub Bag Media Cetak dan

Website

label 4. Deskripsi Kriteria Urgency, Seriousness, dan Growth Isu Prioritas 1

Nilai Kriteria Indikator
> p'l rrnviffT'intrrrnin

Deskripsi

4 Urgency Mendesak Isu atau permasalahan belum adanya Rubrik

Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika di

Majalah Parlementaria akan membuat citra positif

dan kinerja DPR akan terus berada di kisaran 50
5 Seriousness Sangat Mendesak
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4 Growth Mendesak persen atau tidak balk dan tidak juga buruk.

Padahal, sebagai sebuah lembaga penyeimbang

yang berfungsi sebagai check and balances

terhadap kinerja eksekutif, lembaga leglslatif

seperti DPR Rl juga harus memiliki citra yang balk

dl mata masyarakat. Sehingga, masyarakat puas

dengan wakilnya karena merasa direpresentasikan

suara dan aspirasinya

Tabel 5. Deskripsi Kriteria Urgency, Seriousness, dan Growth Isu Priorltas 2

Nllal Kriteria Indikator

Urgency Mendesak

Deskripsi

Isu atau permasalahan belum adanya profit

detail Anggota Dewan maupun TA dan SAA dl

website DPR, seperti nomor telepon, alamat,

hingga Informasi Kekayaan Pribadi membuat

seakan ada jarak antara rakyat dengan wakilnya

pascapemilu. Meskipun demikian, isu atau

permasalahan ini tidak sangat mendesak dan

potensi untuk dekonstrusinya besar.

Dikarenakan anggota dewan memiliki jadwal

rutin bertemu konstituen secara tatap muka. balk

dalam masa reses, kunjungan dapil, dan

sebagainya.

Tabel 6. Deskripsi Kriteria Urgency, Seriousness, dan Growth Isu Prioritas 3

Nilai Kriteria Indikator Deskripsi
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3 Urgency Cukup Mendesak Isu atau permasalahan belum adanya panduan

atau buku putih dalam syarat-syarat penulisan di

masing-masing rubrik dalam Majalah

Parlementaria mendesak namun tidak serta-

merta harus saat dalam waktu dekat dikerjakan.

Hal itu karena selama ini sudah berjalan dengan

baik, dan meskipun ada unsur subjektivitas

namun dapat dilakukan kontra pendapat dalam

musyawarah saat rapat Majalah Parlementaria.

4 Seriousness Mendesak

4 Growth Mendesak

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah Isu

ke-1 dengan identifikasi isu yaitu belum adanya Rubrik Mimbar Demokrasi

dan Rubrik Dinamika di Majalah Parlementaria.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Dengan telah ditetapkannya Core Issue melalui Teknik Tapisan USG di atas,

maka sebelum membahas tentang Gagasan Pemecahan Isu periu kiranya

melakukan identifikasi penyebab terjadinya isu tersebut. Identifikasi penyebab

isu ini menjadi penting agar mampu melihat secara objektif berdasarkan Metode

Analisa Fishbone.

Metode Analisa Fishbone atau yang sering disebut juga Cause Effect

Diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu

memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisa sebab dan akibat

dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan"'"'.

Penjelasan lengkap mengenai Analisia Metode Fishbone ini dapat dilihat pada Alexandra,

Jennifer.2019, "Fishbone Analysis" dapat diakses melalui laman
https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/fishbone-

analvsis/#:~:text=Fishbone%20Analvsis%20atau%20vang%20serine.vane%20terlihat%20seperti%20tula

nE%20ikan. pada Sabtu 24 April 2021 pukul 12:24 AM
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Gambar 5. Penyebab terjadlnya isu dengan menggunakan Metode

Analisa Fishbone

Belum adanya Rubrik Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika pada Majalah

Parlementaria tiap bulannya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya

1. Kurangnya pemahaman dari redakst untuk menghadirkan Rubrik

Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika untuk meningkatkan citra

positif anggota dewan kepada publik.

2. Belum adanya sistem benjpa ruang untuk diskusi menentukan rubrik

baru di Majalah Pariementaria.

3. Belum adanya keterampilan menulis Rubrik Dinamika juga mengolah

rubrik Mimbar Demokrasi, baik dari unsur reporter hingga redaktur

untuk mewujudkan hal tersebut.

4. Belum adanya tenaga peliputan, baik dari unsur PNS maupun

PPNASN, yang fokus untuk meliput dan mengolah Rubrik Mimbar

Demokrasi dan Rubrik Dinamika tersebut.
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Berdasarkan analisa penyebab dan dampak dari isu tersebut, maka terdapat

beberapa alternatif rekomendasi yang dapat n^ienjadi gagasan pemecahan

masalah, di antaranya

1. Mempercepat pembahasan rapat redaksi untuk menambah dua rubrik

baru, yaitu, Rubrik Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika. Pembahasan

rapat ini dapat diinisiast langsung oleh Kepala Pit. Biro Pemberitaan

Parlemen DPR Rl sebagai sebuah bentuk inovasi kebijakan dan pelayanan

kepada anggota dewan. Dengan adanya inisiatif langsung dari Kepala Pit

Biro Pemberitaan Parlemen DPR Rl dapat menjadi diskresi dan hasil dari

pembahasannya dapat dibawa ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi, yaitu

Dewan Pelindung dalam ha! ini adalah Ketua DPR Rl untuk segera dapat

diputuskan.

2. Menguatkan keterampilan para reporter lapangan di internal jumalis Media

Cetak dan Media Sosial, khususnya untuk fokus dalam peliputan Rubrik

Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika. Penulisan rubrik Mimbar

Demokrasi dapat disusun dalam bentuk singkat atau deskriptif, juga Rubrik

Dinamika dapat disusun dengan format kolom head to head.

3. Tim Redaksi Majalah Parlementaria membuat alamat sure! atau

pengiriman khusus untuk penyaluran pendapat dari konstituen.

4. Tim Redaksi Majalah Parlementaria berkoordinasi secara intensif dengan

a. Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Biro Protokol dan

Kehumasan

b. Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen terkait penambahan

jumlah halaman majalah

c. Bagian desain grafis terkait pembuatan tampilan yang menarik dua

rubrik tersebut.

Dengan dilakukannya analisa isu seperti ini, diharapkan masalah-masalah

kedewanan seperti peningkatan citra positif Anggota DPR dapat terjadi. Dalam

jangka panjang dapat terjadi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Latar

Belakang. Sehingga, dalam jangka panjang, tidak lagi ada isu elitisme antara

anggota dewan dengan para konstituten yang memilihnya. Tennasuk, dengan
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adanya rubrik di atas dapat lebih mengedukasi masyarakat terkait fungsi DPR

Rl.

50



BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Femecahan Isu

Sub Bagian Media Cetak dan Website

Belum tercapainya optimalisasi kinerja dan citra positif DPR Rl melalui dukungan inovasi kebijakan produk

pemberitaan yang lebih aspiratif, edukatif, dan terbuka kepada publik

Belum adanya Rubrik Mimbar Demokrasi dan Rubrik Dinamika di Majalah Parlementaria DPR Rl

Menghadirkan dua rubrik bertema Mimbar Demokrasi dan Dinamika di Majalah Parlementaria DPR Rl
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Tabel 7. Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No Keglatan Tahapan Keglatan Output/Hasil
Keterkaitan SubstansI

Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan

OrganisasI

Penguatan Nilai

OrganisasI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Konsultasi dengan a. Melakukan Surat keterangan Nilai Etika Publik dapat Dengan adanya Membiasakan dirl

Kabag Media Cetak koordinasi dengan persetujuan diterapkan melalui konsultasi. koordinasi, memiliki

dan Media Sosial Kasubag (mentor) untuk pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan dan dukungan darl perencanaan yang

terkait adanya penjadwalan bertemu dengan cara sopan- atasan akan sejalan matang maka

usulan dua rubrik dengan Kabag santun berdasarkan hasil dengan visi-misi Setjen selaras dengan

baru di Majalah b. Konsultasi dengan kajian DPR Rl serta Renstra nilai yang menjadi

Parlementaria Kabag terkait rencana Nilai Nasionalisme dapat Biro Pemberitaan pedoman di Setjen

untuk pelaksanaan tersebut diterapkan karena Parlemen dalam DPR Rl, yaitu

aktualisasi c. Benjpaya dengan adanya gagasan mewujudkan tata kelola Religius,

mendapatkan masukan ini dapat meningkatkan administrasi yang baik Akuntabel,

serta rasa persatuan antara Profesional, dan

dukungan/persetujuan rakyat dengan wakil Integritas

dua rubrik tersebut rakyatnya.

untuk pelaksanaan

aktualisasi
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Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai ^Keterkaitan Substansi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

Mata Pelatihan
Tusi/Tujuan

Organisasi
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Konsultasi dan a. Melakukan Adanya catatan serta Nilai Komitmen Mutu Dengan adanya Membiasakan diri

berdiskusi dengan penjadwalan pertemuan masukan terkait dapat diterapkan konsultasi inl akan untuk bekerja

para redaktur dengan para redaktur masukan dan sebagai suatu alasan mencapai Tujuan dan secara akuntabel

majalah sekaligus majalah untuk dukungan untuk bagi hadlrnya gagasan Sasaran kinerja Biro dan profesional

untuk konsultasi penambahan dua inovatif tersebut Pemberitaan Parlemen

mendapatkan b. Berupaya rubrik baru di Majalah tahun 2020. yaitu

persetujuan terkalt mendapatkan masukan Parlementaria DPR Rl Nilai Nasionalisme dapat Dukungan keterbukaan

penambahan dua serta diterapkan melalui informasi DPR Rl,

rubrik tersebut dukungan/persetujuan adanya musyawarah melalui platform media

dua rubrik tersebut untuk mendapatkan sosial, media cetak,

untuk pelaksanaan mufakat {sila ke-4 media elektronik,

aktualisasi Pancasila) edukasi parlemen, dan

PPID.

3. Berdiskusi dengan a. Melakukan Adanya catatan serta Nilai Nasionalisme dapat Dengan adanya Membiasakan diri

rekan-rekan penjadwalan pertemuan masukan terkait diterapkan melalui konsultasi ini akan untuk bekerja

jurnalls lalnnya dengan sesama jurnalis masukan dan adanya musyawarah mencapai Tujuan dan secara akuntabel

untuk meminta untuk mendapatkan dukungan untuk untuk mendapatkan Sasaran kinerja Biro dan profesional
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

" ' ' J . JJi. » ..V •

Keterkaltan Substansi

Mata Pelatihan

KontribusI Terhadap

Tusi/Tujuan

OrganisasI

Penguatan Nilai

OrganisasI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pendapat adanya

rubrik baru tersebut

masukan adanya dua

rubrik baru tersebut.

b. Mencatat setiap

masukan dan dukungan

dari sesama jurnalis

penambahan dua

rubrik baru di Majalah

Parlementaria DPR Rl

mufakat (sila ke-4

Pancasila)

Pemberitaan Parlemen

tahun 2020, yaitu

Dukungan keterbukaan

informasi DPR Rl,

melalui platform media

sosial, media cetak,

media elektronik,

edukasi parlemen, dan

PPID.

4. Merangkum dan

melaporkan hasil

pertemuan dengan

rekan-rekan

jurnatis dan

redaktur kepada

Kasubbag Media

a. I^enyusun poin-poin

masukan dari rekan-

rekan jurnalis dan

redaktur

b. Merangkum hasil

masukan tersebut untuk

kemudian dilaporkan

kepada atasan yaitu

Notula hasil

rangkuman atau

catatan

Nilai Akuntabilitas dapat

diterapkan dengan

mencatat setiap kegiatan

sehingga dapat menjadi

pertanggung jawaban,

baik untuk laporan

kinerja pribadi maupun

kepada pimpinan

Dengan adanya catatan

rangkuman hasil

konsuitasi dan diskusi

ini dapat mendukung

terselenggaranya

aturan dalam Persetjen

6/ 2021 Pasal 151 poin

a yaitu Penyusunan dan

Membiasakan diri

untuk bekerja

secara akuntabel

dan profesional
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan

OrganlsasI

Penguatan Nilai

Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cetak dan Media Kasubag Media Cetak evaluasi rencana,

Sosial dan Website selaku

Mentor

Komltmen Mutu

rangkumannya dapat

berupa infografis, digital,

dsb

program, dan anggaran

di lingkungan BIro

Pemberitaan Parlemen

5 Mengadakan a. Menyusun tim QC a. Terbitnya SK Nilai Antikorupsi dapat Dengan adanya Tim QC Membiasakan diri

musyawarah dan yang terdiri dari unsur Penugasan dari Tim diterapkan dengan tidak ini maka mendukung untuk bekeija

pengambilan desainer grafis, QC untuk mengulur-ngulur waktu implementasi dari secara akuntabel

keputusan secara fotografer, jurnalis. penyusunan draf pekerjaan. Persetjen 6/ 2021 Pasal dan profesional

lebih cepat di hingga bagian awal dua rubrik 151 poin a yaitu adanya

internal redaksl penerbitan untuk tersebut Nilai Etika Publik dapat penyusunan dan

Majalah menyusun draf awal dua b. Terbentuknya Tim diterapkan dengan cara evaluasi rencana,

Parlementaria, rubrik tersebut QC menglkuti prosedur dan program, dan anggaran

termasuk b. Berkoordinasi meminta izin persetujuan di lingkungan Biro

melibatkan dengan mentor untuk setiap stakeholder yang Pemberitaan Parlemen

desainer grafis, pembentukan Tim QC terlibat dalam penerbitan

fotografer, hingga c. Tim QC memutuskan

hingga menjaga proses

Majalah Parlementaria
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi

Mate Pelatihan

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan

Organisasi

r —rsTTTsa

Penguatan Nilal

Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

dengan perwakilan penyusunan dua rubrik

Bagian Penerbitan. baru ini di Majalah

Parlementaria

6. Membuat sistem a. Membuat email a. Terdapat akun Nilai Komitmen Mutu Dengan adanya email Membiasakan diri

untuk menunjang (bersifat sementara) gmail untuk dapat diterapkan dengan kliusus untuk untuk menerapkan

hadirnya Rubrik agar warga dapat menyalurkan cara menjaga kualitas isi pengiriman pendapat nilai integritas serta

Dinamika dan menyalurkan pendapat dari dan tampilan setiap dari warga ini memenuhi profesionalitas

Rubrik Mimbar pendapatnya melalui warga rubrik di Majalah sasaran yang tertuang dalam bekerja.

Demokrasi. seperti akun gmail b. Terdapat dummy Parlementaria, termasuk dalam Renstra 2020-

pembuatan email b. Bersama tim desain desain dua rubrik rubrik yang baru 2024, yaitu terkait

baru untuk grafis konsep desain yang dibuat oleh dihadirkan. adanya dukungan

pengiriman surat yang representatif desainer grafis keterbukaan infonnasi

dari warga, serta mencitrakan dua DPR Rl, melalui

wawancara rubrik tersebut platform media sosial,

anggota dewan media cetak, media

yang saling elektronik, edukasi

berbeda pendapat parlemen, dan PPID.
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Kontribusi Terhadap • ' ^
Penguatan NilaiKeterkaitan Substansi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output 1 Hasil
Mata Peiatihan

Tusi/Tujuan
Organisasi

Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7. Mengolah a. Menyeleksi a. Mendapatkan Nilai Akuntabilitas dapat Dengan adanya aspirasi Membiasakan diri

aspirasi/pendapat aspirasi/pendapat aspirasi yang sudah diterapkan dengan cara ini akan mencapai untuk menerapkan

yang didapatkan dengan disesuaikan ditanggapi anggota mencatat setiap aspirasi Tujuan dan Sasaran nilai akuntabilitas

dari warga yang pada relevansi isu dan dewan yang berasal dari kinerja Biro serta

disalurkan via jumlah kata b. Mendapatkan instansi yang kredibel Pemberitaan Parlemen profesionalitas

email, Biro Protokol b. Mengajukan aspirasi yang sudah tahun 2020, yaitu dalam bekerja.

dan Kehumasan, permohonan jawaban diseleksi dari Biro Dukungan keterbukaan

serta audiensi kepada Anggota DPR Protokol informasi DPR Rl,

dengan anggota Rl terkait aspirasi dari Kehumasan atau melalui platfonn media

dewan masyarakat Sekretariat Komisi sosial, media cetak,

c. Berkoordinasi dengan media elektronik,

Sekretariat Komisi edukasi parlemen, dan

dan Biro Protokol PPID.

Kehumasan untuk

mendapatkan aspirasi

yang relevan

57



No

9.

Kegiatan

2.

Melaporkan hasil

kerja serta desain

dummy dua rubrik

tersebut kepada

atasan untuk diriviu

dan disetujui

Mengirimkan hasil

dummy dua rubrik

yang telah disetujui

oleh atasan

tersebut kepada

bagian penerbitan

Tahapan Kegiatan

3.

a. Menjadwalkan

pertemuan dengan

atasan

b. Melakukan

pembahasan hingga

mendapatkan

persetujuan agar

segera dilanjutkan ke

tahap selanjutnya

a. Melakukan

penjadwalan bertemu

dengan Kasubag

Penerbitan Biro

Pemberitaan

Parlemen

Output / Hasil

4.

Menuliskan setiap

masukan, catatan,

hingga persetujuan

dan atasan untuk

menjaga kualitas

proyek perubahan.

Menuliskan setiap

masukan, catatan,

hingga persetujuan

dari atasan untuk

menjaga kualitas

proyek perubahan.
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Keterkaitan Substansi

IVIata Pelatihan

5.

Nilai Komitmen Mutu

dapat diterapkan untuk

menjaga setiap produk

pemberitaan DPR Rl

Nilai Etika Publik dapat

diterapkan untuk

senantiasa menghormati

atasan agar terjalin

koordinasi yang baik

Nilai Komitmen Mutu

dapat diterapkan dengan

cara selalu menjaga

kualitas setiap produk

yang dihasilkan di Biro

Pemberitaan Parlemen,

Kontrlbusi Terhadap

Tusi/Tujuan

Organisasi

6.

Dengan adanya laporan

hasil pembahasan ke

atasan ini maka

mendukung

implementasi dari

Persetjen 6/ 2021 Pasal

151 poin a yaitu adanya

oenyusunan dan

evaluasi rencana,

program, dan anggaran

di lingkungan Biro

Pemberitaan Parlemen

Mendukung

implementasi Peraturan

Sekretarlat Jenderal

(Persetjen) Nomor 6

Tahun 2021 pada

Paragraf 5 Pasal 151 ,

Penguatan Nilai

Organisasi

7.

Membiasakan diri

untuk bekerja

secara professional

dan behntegritas

sesuai niiai

organisasi DPR Rl

Senantiasa

mengimplementasi

kan nilai

Akuntabilitas dan

Profesionalitas



No

1.

10

Kegiatan

2.

dengan segera

mungkin agar

segera dicetak dan

dibaca oleh

masyarakat

Setelah diterbitkan

secara luas,

IVIajalah

Tahapan Kegiatan

3.

b. Menyampaikan ide,

gagasan, tujuan

hadirnya dua rubrik

baru tersebut dalam

rancangan

aktualisasi

c. Memastikan agar dua

rubrik baru tersebut

masuk dalam edisi

Majalah

Parlementaria

berikutnya

a. Melakukan

penjadwalan kepada

atasan untuk

Output / Hasil

4.

Menuliskan setiap

masukan dan catatan

dari atasan untuk
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Keterkaitan Substansi

IVIata Pelatihan

5.

termasuk di Majalah

Parlementaria.

Sehingga, tercipta

inovasi yang tiada henti

untuk menjawab

tantangan zaman dan

pelayanan kepada

anggota dewan.

Prinsip Whole of

Government juga dapat

diterapkan dengan

adanya pelibatan subbag

lain dalam suatu

pengambilan kebijakan.

Nilai Akuntabiiitas dapat

diterapkan dengan cara

melaporkan hasil setiap

KontnbusI Terhadap

Tusi/Tujuan

Organisasi

6.

salah satunya adalah

Penyelenggaraan

pemberitaan di media

cetak, media sosial, dan

website.

Mendukung

implementasi Peraturan

Sekretariat Jenderal

Penguatan Nilai

Organisasi

7.

dalam setiap

kegiatan.

Senantiasa

mengimplementasi

kan nilai



No

1.

11

Kegiatan

2.

Parlementaria yang

telah memiliki dua

rubrik baru tersebut

dilaporkan kepada

atasan untuk dapat

dievaluasi.

Melakukan

evaluasi rutin dari

hadirnya dua rubrik

baru tersebut,

terkait antusiasme

warga dalam

menyalurkan

pendapat liingga

masukan dari

Tahapan Kegiatan

3.

membahas evaluasi

hadirnya dua rubrik

tersebut pasca

diterbitkan

b. Menuliskan liasii

evaluasi atau

masukan dari atasan

tentang adanya dua

rubrik baru tersebut

Melakukan pertemuan

dengan Tim QC Rubrik

dan atasan untuk

mendapatkan evaluasi

secara berkala

mengenai hadirnya dua

rubrik tersebut

Output / Hasil

4.

menjaga kualitas

proyek perubahan.

Menuliskan setiap

masukan dan catatan

dari atasan untuk

menjaga kualitas

proyek perubahan.
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Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

5.

pekerjaan secara tertulis

untuk dapat

dipertanggungjawabkan.

Nilai Komitmen Mutu

dapat diterapkan dengan

cara selaiu menjaga

kualitas setiap produk

yang dihasilkan di Biro

Pemberitaan Parlemen,

termasuk di Majalah

Parlementaria.

Sehingga, tercipta

Kontribusi Terhadap

Tusl/Tujuan

Organisasi

6.

(Persetjen) Nomor 6

Tahun 2021 pada

Paragraf 5 Pasal 151 .

saiah satunya adalah

Penyeienggaraan

pemberitaan di media

cetak, media sosial, dan

website.

Mendukung

implementasi Peraturan

Sekretariat Jenderal

(Persetjen) Nomor 6

Tahun 2021 pada

Paragraf 5 Pasal 151 .

salah satunya adalah

Penyeienggaraan

pemberitaan di media

Penguatan Nilai

Organisasi

7.

Akuntabilitas dan

Profesionalltas

dalam setlap

kegiatan.

Senantiasa

mengimplementasi

kan nilai

Akuntabilitas dan

Profesionalitas

dalam setiap

kegiatan.



No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

Kontribusi ferhadap
Tusi/Tujuan

Organisasi

. T TT'I

Penguatan Nilai

Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

anggota dewan

dengan adanya

rubrik Dinamika

tersebut

inovasi yang tiada henti

untuk menjawab

tantangan zaman dan

pelayanan kepada

anggota dewan.

cetak. media sosial, dan

website.
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B. Jadwal Kegiatan

ijc.!

1.

2.

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 8. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan/

>an Kegiatan

Kegiatan Ke-1:

Konsultasi dengan Kabag Media

Cetak dan Media Sosial terkait

adanya usulan dua rubrik baru

di Majalah Parlementaria untuk

pelaksanaan aktualisasi

a) Melakukan koordinasi

dengan Kasubag (mentor)

untuk penjadwalan bertemu

dengan Kabag

b) Konsultasi dengan Kabag

terkait rencana tersebut

c) Berupaya mendapatkan

masukan serta

dukungan/persetujuan dua

rubrik tersebut untuk

pelaksanaan aktualisasi

Kegiatan Ke-2:

Konsultasi dan berdiskusi

dengan para redaktur majalah

sekaligus untuk mendapatkan

persetujuan terkait penambahan

dua rubrik tersebut

a) Melakukan penjadwalan

pertemuan dengan para

II III IV II IV III V

62



No

3.

4.

Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

redaktur majalah untuk

konsultasi

b) Berupaya mendapatkan

masukan serta

dukungan/persetujuan dua

rubrik tersebut untuk

pelaksanaan aktualisasi

Kegiatan ke-3:

Berdiskusi dengan rekan-rekan

jurnalis lainnya untuk meminta

pendapat adanya rubrik baru

tersebut

a) Melakukan penjadwalan

pertemuan dengan sesama

jurnalis untuk mendapatkan

masukan adanya dua rubrik

baru tersebut.

b) Berupaya mendapatkan

masukan serta

dukungan/persetujuan dua

rubrik tersebut untuk

pelaksanaan aktualisasi

Kegiatan ke-4:

Merangkum dan melaporkan

hasil pertemuan dengan rekan-

rekan jurnalis dan redaktur

kepada Kasubbag Media Cetak

dan Media Sosial

MEI

111

JUNI

IV I 111 IV
•• '.♦■ai

I

JULI

11 Ill IV
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No

5.

Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

a) Menyusun poin-poin masukan

dari rekan-rekan jurnalis dan

redaktur

b) Merangkum hasil masukan

tersebut untuk kemudian

dilaporkan kepada atasan

yaitu Kasubag Media Cetak

dan Website selaku Mentor

Kegiatan ke-5:

Mengadakan musyawarali dan

pengambilan keputusan secara

lebih cepat di internal redaksi

Majalah Parlementaria,

termasuk melibatkan desainer

grafis, fotografer, liingga dengan

penA/akilan Bagian Penerbitan

a) Menyusun tim QC yang terdiri

dari unsur desainer grafis,

fotografer, jurnalis, hingga

bagian penerbitan untuk

menyusun draf awai dua

rubrik tersebut

b) Berkoordinasi dengan

mentor untuk pembentukan

Tim QC

c) Tim QC memutuskan liingga

menjaga proses penyusunan

dua rubrik baru ini di Majalah

Parlementaria

MEI

HI IV

JUNI

liT IV I
mgc*

JULI
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No

6.

7.

8.

Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

Kegiatan ke-6:

Membuat sistem untuk

menunjang liadirnya Rubrik

Polemik dan Rubrik Mimbar

Demokrasi, seperti pembuatan

email baru untuk pengiriman

surat dari warga, serta

wawancara anggota dewan

yang saling berbeda pendapat

a) Membuat email (bersifat

sementara) agar warga dapat

menyalurkan pendapatnya

melalui akun gmail

b)Bersama tim desain grafis

konsep desain yang

representatif mencitrakan dua

rubrik tersebut

Kegiatan ke-7:

Melaporkan hasil kerja serta

desain dummy dua rubrik

tersebut kepada atasan untuk

diriviu dan disetujui

a)Menjadwalkan

dengan atasan

pertemuan

b) Melakukan pembahasan

hingga mendapatkan

persetujuan agar segera

dilanjutkan ke tahap

selanjutnya

Kegiatan ke-8:

MEI lai

IV

JUNl

II III
•m\

JULI

IV III IV
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No

9.

Kegtatan/

Tahapan Kegiatan

Mengirimkan hasil dummy dua

rubrik yang telah disetujui oleh

atasan tersebut kepada bagian

penerbitan dengan segera

mungkin agar segera dicetak

dan dibaca oleh masyarakat

a) Melakukan penjadwalan

bertemu dengan Kasubag

Penerbitan Biro Pemberitaan

Parlemen

b) Menyampaikan ide, gagasan,

tujuan hadirnya dua rubrik

baru tersebut dalam

rancangan aktualisasi

c) Memastikan agar dua rubrik

baru tersebut masuk dalam

edisi Majalah Pariementaria

berikutnya

Kegiatan ke-9:

Setelah diterbitkan secara luas,

Majalah Pariementaria yang

telah memiliki dua rubrik baru

tersebut dilaporkan kepada

atasan untuk dapat dievaluasi.

a) Melakukan penjadwalan

kepada atasan untuk

membahas evaluasi hadirnya

dua rubrik tersebut pasca

diterbitkan

b) Menuliskan hasil evaluasi

atau masukan dari atasan

MEI

I i II 1 III I IV

JUNI

TiT IV I ^

JULI

II
jm
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No

10.

Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

tentang adanya dua rubrik

baru tersebut

Kegiatan ke-10:

Meiakukan evaiuasi rutin dari

hadirnya dua rubrik baru

tersebut, terkait antusiasme

warga daiam menyaiurkan

pendapat hingga masukan dari

anggota dewan dengan adanya

rubrik Poiemik tersebut

a) Meiakukan pertemuan

dengan Tinfi QC Rubrik dan

atasan untuk mendapatkan

evaluasi secara berkaia

mengenai hadirnya dua

rubrik tersebut

I

MEl

Ill IV

JUNI

"fir

JULI

IV IV

67



BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 9. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

1. I Kegiatan Ke-1

Konsultasi dengan

Kabag Media Cetak

dan Media Sosial,

redaktur majalah, dan

rekan-rekan jumalis

lainnya terkait adanya

usulan dua rubrik baru

di Majalah

Parlementaria untuk

pelaksanaan

aktualisasi

a)Melakukan

penjadwalan

bertemu dengan

Kabag Media

Cetak dan Media

Sosial, redaktur

majalaii dan

rekan-rekan

jurnalis lainnya

b) Konsultasi dengan

Kabag Media Cetak

dan Media Sosial,

MEI

liTI II

JUNI

III IV KET

1. Kabag Media Cetak

menekankan bahwa

aspirasi yang

dimasukkan ke dalam

Rubrik Mimbar

Demokrasi dipastikan

adalali yang

ditindaklanjuti oleh

Anggota Dewan

2. Kabag Media Cetak

menekankan bahwa

diperlukan Tim QC rubrik

yang terdiri dari desainer

grafis, fotografer,

redaktur, juga jurnalis.

3. Redaktur dan Kasubbag

Media Cetak dan

Website mengusulkan

agar mekanisme Rubrik

Dinamika Parlementaria

tidak bersifat head to

head dua anggota DPR

tapi terdiri dari banyak

Anggota DPR Rl agar
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redakturmajalah,

dan rekan-rekan

jurnalis lainnya

terkait rencana

tersebut

c) Berupaya

mendapatkan

masukan serta

dukungan/

persetujuan dua

rubrik baru tersebut

untuk pelaksanaan

aktualisasi

Kegiatan Ke-2

Merangkum dan

melaporkan hasil

pertemuan dengan

rekan-rekan jurnalis

dan redaktur kepada

Kasubbag Media

Cetak dan Media

Sosial

c) Menyusun poin-poin

masukan dari

rekan-rekan

Jurnalis dan

redaktur

Kegiatan Ke-3

Mengadakan

musyawarah dan

pengambilan

keputusan secara lebih

tidak terkesan politis

(oposisi dan pro

pemerintah)
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4.

cepat di internal

redaksi Majalah

Parlementaria,

termasuk melibatkan

desainer grafis,

fotografer, hingga

dengan perwakilan

Bagian Penerbitan

a. Menyusun Tim QC

yang terdiri dari

unsur desainer

grafis, fotografer,

jurnalis, hingga

bagian penerbitan

untuk menyusun

draf awal dua

rubrik tersebut.

b. Berkoordinasi

dengan mentor

untuk

pembentukan Tim

QC

c. Tim QC

memutuskan

hingga menjaga

proses

penyusunan dua

rubrik baru ini di

Majalah

Parlementaria

Kegiatan Ke-4
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5.

Mengadakan

musyawarah dan

pengambiian

keputusan secara lebih

cepat di internal

redaksi Majalah

Parlementaria,

tennasuk melibatkan

desainer grafis,

fotografer, hingga

dengan perwakilan

Bagian Penerbitan

a. Membuat email

(bersifat

sementara) agar

warga dapat

menyalurkan

pendapatnya

melalui akun gmail

b. Bersama tim

desain grafis

konsep desain

yang

representative

mencitrakan dua

rubrik tersebut

Kegiatan Ke-5

Mengolah aspirasi/

pendapat yang

didapatkan dari warga

yang disalurkan via

email, Biro Hukum dan

1. Pembuatan email

kirimaspirasi.dprri@gmail.co

m untuk menyerap aspirasi

masyarakat di Rubrik

Mimbar Demokrasi tidak

dilanjutkan.

2. Redakturdan Kasubag

Media Cetak-Website

menyarankan agar tidak

membuka layanan serap

aspirasi, agar tupoksinya

tidak bersinggungan dengan

Bagian Pengaduan

Masyarakat

3. Hanya mengelola aspirasi

dari Anggota DPR, di mana

masyarakat yang langsung

datang ke Gedung DPR. Hal

ini untuk membedakan

4. Koordinasi dengan tim

desain grafis mundur ke

pekan selanjutnya karena

masih perlu koordinasi

dengan Bagian Penerbitan

Diundur pekan selanjutnya

karena belum mendapatkan

aspirasi baik yang berasal

dari Pengaduan Masyarakat

maupun dari anggota

dewan.
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Pengaduan

Masyarakat, serta

audiensi dengan

anggota dewan

a. Menyeleksi

aspirasi/pendapat

dengan disesuaikan

pada relevansi isu

dan jumlah kata

b. Mengajukan

permohonan

jawaban kepada

Anggota DPR Rl

terkait aspirasi dari

masyarakat

c. Berkoordinasi

dengan Biro Hukum

dan Pengaduan

Masyarakat untuk

mendapatkan

aspirasi yang

relevan dan sudah

ada jawaban dari

anggota DPR

d. Berkonsultasi

dengan coach

terkait beberapa

Lt,-.

Seleksi aspirasi masyarakat

dari Bagian Pengaduan

Masyarakat ini mundur

karena adanya kendala

teknis, yaitu ruangan Biro

Hukum dan Pengaduan

Masyarakat sedang dalam

tahap renovasi. Sehingga,

butuh waktu untuk mencari

dokumen

Coach menyetujui untuk

beberapa agenda mundur

ke pekan berikutnya dengan
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6.

agenda yang

mundur ke pekan

ketiga

Kegiatan Ke-6

Melaporkan hasil kerja

serta desain dummy

dua rubrik tersebut

kepada atasan untuk

diriviu dan disetujui

a. Menjadwalkan

pertemuan dengan

atasan

b. Melakukan

pembahasan

hingga

mendapatkan

persetujuan agar

segera dilanjutkan

ke tahap

selanjutnya

c. Bersama tim

desain gratis untuk

i

catatan ditunjukkan di

laporan akhir

Sudah mendapatkan

aspirasi yang berasal dari

Bagian Pengaduan

Masyarakat tentang

Persoalan Tanah di

Masyarakat. Namun

persoalan tersebut tidak

dimuat di Mimbar

Demokrasi karena Bagian

Pengaduan Masyarakat

tidak sampai memonitor

pada tindak lanjut oleh

Anggota DPR
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II

7.

mendesain konsep

yang representatif

mencitrakan dua

rubrik tersebut

d. Bertemu anggota

dewan dan

menyeleksi

aspirasi/pendapat

yang diterima

Anggota Dewan,

yaitu Hj. Ledia

Hanifa Amaliah,

S.Si, M.Psi.T

Kegiatan ke-7:

Mengirimkan hasil

dummy dua rubrik

yang telah disetujui

oleh atasan tersebut

kepada bagian

penerbitan dengan

segera mungkin agar

segera dicetak dan

dibaca oleh

masyarakat

a. Meiakukan

penjadwalan

bertemu dengan

Kasubag

Penerbitan Biro

Pemberitaan

Pariemen
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b. Menyampaikan

ide, gagasan,

tujuan hadlmya

dua rubrik baru

tersebut dalam

rancangan

aktualisasi

c. Memastikan agar

dua rubrik baru

tersebut masuk ke

dalam edisi Majalah

Parlementaria

berikutnya

Kegiatan ke-8:

Setelah diterbitkan

secara luas, Majalah

Parlementaria yang

telah memiliki dua

rubrik baru tersebut

dilakukan evaluasi

oleh atasan dan Tim

QC

a. Melakukan

penjadwalan

kepada atasan

dan Tim QC untuk

membahas

evaluasi hadirnya

dua rubrik

tersebut pasca

diterbitkan

Rubrik Mimbar Demokrasi

dan Dinamika Parlemen

sudah dapat dimuat di

Majalah Parlementaria edisi

Mei 2021. Namun, baru

sebatas lay out final karena

saat laporan ini disusun

baru naik cetak ke Bagian

Penerbitan
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b. Melakukan

pertemuan dengan

atasan dan Tim QC

untuk membahas

evaluasi rubrik

tersebut.

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Dalam pelaksanaan aktualisasi, secara umum, terdapat beberapa jadwal

kegiatan yang mundur dari waktu yang direncanakan. Salah satunya adalah

mengenai penyampaian data informasi untuk konten Rubrik Mimbar

Demokrasi dan Dinamika Parlemen. Untuk Rubrik Mimbar Demokrasi,

dilakukan penyesuaian jadwal pada tahap aktualisasi dikarenakan terjadi

diskusi intensif dengan mentor, khususnya terkait

a. Untuk aduan masyarakat yang bersumber dari Biro Hukum dan

Pengaduan Masyarakat tidak dapat disertakan. Hal itu karena,

sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat

(Dumas) Reny Amir, SH, MM, MLI, bahwa tupoksi tindak lanjut dari

Bagian Pengaduan Masyarakat hanya sampai dikirimkan ke komisi

dan/atau Pimpinan DPR terkait. Sehingga, feed back dari anggota DPR

untuk menindaklanjuti ha! tersebut, tidak termonitor secara intensi oleh

Bagian Pengaduan Masyarakat:

b. Untuk aduan masyarakat yang bersumber dari email

kirimaspirasi.dprri@amail.com. tidak dapat dilanjukan. Hal itu,

sebagaimana arahan dari redaktur Majalah Parlementaria bahwa jika Biro

Pemberitaan Parlemen menyerap aspirasi pula maka tidak sesuai

dengan tupoksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretariat

Jenderal DPR Rl nomor 6 tahun 2020 serta Rencana Strategis;

c. Untuk aduan masyarakat yang bersumber dari Anggota DPR,

sebagaimana arahan dari redaktur Majalah Parlementia, tetap
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dilanjutkan. Di sisi lain, telahada Rubrik Dapil yang telah ada sebelumnya

di Majalah Parlementaria yang berkaitan pula dengan publikasi aspirasi

Anggota OPR. Sehingga, Rubrik Mimbar Demokrasi hanya mengelola

dan mempublikasikan aspirasi masyarakatyang hadir ke Anggota Dewan

di Gedung DPR secara langsung, sehingga dapatditindakianjuti ke pihak

terkait.

d. Laporan AktualisasI ini hanya sampai pada menampilkan lay out akhir

Rubrik Mimbar Demokrasi dan Dinamika Pariemen yang sudah

dimasukkan ke Bagian Penerbitan. Namun, beium sampai pada

pemuatan di Majalah Parlementaria, yang disebabkan karena persoalan

teknis dan koordinasi yang membutuhkan waktu karena terkait hadirnya

rubrik baru.

Untuk Rubrik Dinamika Pariemen, terjadi pemunduran (penyesuaian)

jadwal kegiatan dari yang direncanakan pula. Hal itu disebabkan karena

penentuan tema konten yang akandibahasperlu melalui tahap rapatredaksi

majalah yang ditentukan waktunya oleh pimpinan.

Meski terdapat penyesuaian jadwal sehingga membuat beberapa

kegiatan mundur, namun seluruh tahapan kegiatan tetap dapat terlaksana

dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA yakni akuntabilitas, nasionalisme,

etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.

Selain itu, setelah dilakukan diskusi dengan coach dan mentor selama

aktualisasi, maka terjadi penyederhanaan kegiatan dibandingkan dari

rencana aktualisasi. Yaitu, dari sebelumnya terdapat 11 kegiatan berubah

menjadi hanya delapan kegiatan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan

cara meringkas kegiatan-kegiatan yang relatif sama dan tidak relevan

dengan tupoksi dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial.
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A.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1 (Konsultasi dengan Kabag Media

Cetak dan Media Sosial, redaktur majalah, dan rekan-rekan jurnalis

lainnya terkait adanya usulan dua rubrik baru di Majalah Parlementaria

untuk pelaksanaan aktuallsasi)

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini di antaranya:

1. Etika Publik dengan cara melapor secara sopan dan jelas dengan

menyertakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama masa

aktualisasi

2. Komitmen Mutu dengan memberikan gagasan inovatif, guna

mengoptimalisasi fungsi DPR di masyarakat

3. Akuntabilitas dengan melapor dan melakukan koordinasi terkait

rencana aktualisasi, balk di internal maupun antar biro di lingkungan

Setjen DPR Rl

4. Anti Korupsi dengan tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga

sedapat mungkin terlaksana sesuai waktu yang telah diranoang.

5. Nasionalisme dengan bekerjasama antar berbagai pihak demi

memenuhi amanat UU MD3.

Tahapan Kegiatan:

a. Melakukan penjadwalan bertemu dengan Kabag Media Cetak dan

Media Sosial, redaktur majalah, dan rekan-rekan jurnalis lainnya.

b. Konsultasi dengan Kabag Media Cetak dan Media Sosial, redaktur

Majalah, dan rekan-rekan jurnalis lainnya terkait rencana penyusunan

dua rubrik tersebut

c. Berupaya mendapatkan masukan serta dukungan/ persetujuan

rancangan dua rubrik tersebut untuk pelaksanaan aktualisasi

Penjelasan:

Dalam pelaksanaan kegiatan pertama diawali dengan melakukan

konsultasi dan koordinasi dengan mentor, redaktur majalah, serta rekan-

rekan jurnalis lainnya. Proses konsultasi dan koordinasi ini dilakukan
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sebagai upaya untuk tukar pendapat sekaligus paparan dari gagasan

rancangan aktualisasi yang akan dilakukan selama masa aktualisasi.

Dalam konsultasi ini, Kabag Media Cetak dan Media Sosial mendukung

adanya pembuatan Rubrik Mimbar Demokrasi dan Dinamika Parlemen

sebagai sebuah inovasi di Majalah Parlementaria dalam rangka

penguatan pelayanan Setjen DPR terhadap Anggota DPR dalam

menjalankan fungsi sesuai UU MD3. Beliau juga tekankan bahwa aspirasi

yang diolah dalam rubrik tersebut harus yang benar-benar ditindaklanjuti

oleh Anggota DPR secara akuntabel.

Gambar 6 koordinasi dengan Kabag Media Cetak dan Media Sosial

m

Gambar 7. koordinasi dengan Kasubag Media Cetak dan Website
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Gambar 8. Koordinasi dan Konsultasi dengan Redai^tur serta Jurnalis

lainnya

A.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 (Merangkum dan melaporkan

hasil pertemuan dengan rekan-rekan jurnalis, redaktur, Kasubag,

dan Kabag Media Cetak untuk dapat dimuat di laporan kegiatan

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini, yaitu Nilai

Akuntabilitas dengan mencatat dan merangkum setiap kegiatan

sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan Kegiatan:

a. Menyusun poin-poin masukan dari rekan-rekan jurnalis dan redaktur

Penjelasan:

Dalam tahapan kegiatan ini hanya sebatas menuliskan laporan resume

dari koordinasi dan konsultasi dengan jurnalis, redaktur, kasubag, dan

Kabag Media Cetak. Adapun terkait laporan resume yang dituliskan

sebagaimana dijelaskan pada poin A.1
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Gambar 9. Merangkum, Menyusun, dan Menuliskan Laporan Hasil

Konsultasi dan Koordinasi dengan Kabag, Kasubag, Redaktur,

serta Jurnalis Lainnya

A.3 Peiaksanaan Tahapan Kegiatan 3 (mengadakan musyawarah dan

pengambiian keputusan secara lebih cepat di internal redaksi

Majalah Parlementaria, termasuk melibatkan desainer gratis,

fotografer, hingga dengan perwakilan Bagian Penerbitan)

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini di antaranya:

1.Etika Publik dengan cara memohon baik-baik kesediaan bagi

masing-masing fotografer, desainer gratis, redaktur, dan jurnalis

untuk bersedia menjadi Tim QC

2. Komitmen Mutu dengan cara membentuk Tim QC agar senantiasa

menjaga kualitas produk pemberitaan parlemen sesuai dengan tujuan

dan fungsi Setjen DPR Rl

3. Akuntabilitas dengan cara aktif menuliskan setiap resume setiap

kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Anti Korupsi dengan cara rutin melakukan pertemuan dengan pihak

lainnya agar senantiasa menjaga tidak terjadi conflict of interest.

5. Nasionalisme dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu

untuk mencapai mufakat sebelum mengambil tahapan selanjutnya

(Sila Ketiga Pancasila)
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Tahapan Kegiatan

a. Menyusun Tim QC yang terdiri dari unsur desainer grafis,

fotografer, jurnalis, hingga bagian penerbitan untuk menyusun

draf awal dua rubrik tersebut

b. Berkoordinasi dengan mentor untuk pembentukan Tim QC

c. Tim QC memutuskan hingga menjaga proses penyusunan dua

rubrik baru ini di Majalah Parlementaria

Penjelasan:

Dalam tahapan kegiatan ini, diputuskan mengangkat tema tentang

Kebocoran Data BPJS di Rubrik Mimbar Demokrasi. Selain itu juga,

mentor juga telah menyetujui mengenai penetapan nama-nama yang

terlibat dalam Tim QC yang diresmikan dalam Surat Tugas. Selain itu,

mentor juga memberlkan arahan untuk penyusunan pembuatan surat

permohonan aspirasi ke Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum

dan Pengaduan Masyarakat

Gambar 10. Melakukan musyawarah dalam rapat redaksi, berkonsultasi

dengan mentor, dan rapat internal Tim QC Majalah Parlementaria

A.4 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4 (Mengolah aspirasi/pendapat

yang didapatkan dari warga yang disalurkan via email, Bagian

Pengaduan Masyarakat, serta dari audiensi Anggota Dewan

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini di antaranya:
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1. Komitmen Mutu dengan cara bersama desainer grafis merancang

konsep desain yang representatif untuk Rubrik Mimbar Demokrasl dan

DInamika Parlemen

2. Akuntabilitas dengan cara aktif menuliskan alamat email penyampaian

aspirasi dari masyarakat untuk dapat dimuat di Majalah Parlementaria

Tahapan Kegiatan:

a. Membuat email (berslfat sementara) agar warga dapat menyalurkan

pendapatnya melalui akun gmail

b. Bersama desainer grafis konsep lay out untuk dua rubrik tersebut

Penjelasan:

Dalam tahapan kegiatan ini, awalnya direncanakan untuk pula menyerap aspirasi

dari masyarakat yang langsung diolah di Rubrik Mimbar Demokrasi. Sehingga,

perlu penyusunan email untuk dapat menyerap aspirasi tersebut. Namun,

setelah diskusi dengan redaktur dan mentor, penyerapan aspirasi yang langsung

melalui Bagian Media Cetak dan Media Sosial ini ditiadakan karena berpotensi

bersinggungan dengan tupoksi dari Bagian Pengaduan Masyarakat

Selain Itu. di kegiatan ketiga inijuga terjadi pemunduran jadwal, yaitu merancang

desain lay out rubrik. Dikarenakan materi yang akan dimuat belum siap. baik

untuk Rubrik Mimbar Demokrasi maupun DInamika Parlemen

Gambar 11. Membuat email untuk menyerap aspirasi dari masyarakat
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A.5 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5 (Membuat sistem untuk

menunjang hadirnya rubrik Dinamika dan Rubrik Mimbar

Demokrasi, seperti pembuatan email baru untuk pengiriman surat

dari warga, serta wawancara anggota dewan yang saltng berbeda

pendapat)

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini di antaranya:

1. Etika Publik dengan cara berkirim surat untuk berkoordinasi dan

berkonsultasi dengan Kabag Pengaduan Masyarakat, Ibu Reny Amir,

sehingga mendapatkan informasi secara utuh mengenai sistem

layanan aspirasi yang datang ke Bagian Pengaduan Masyarakat

2. Komitmen Mutu dengan cara senantiasa dengan coach dan mentor

untuk selalu berkomunikasi, khususnya terkait beberapa agenda yang

mengalami pemunduran

3. Akuntabilitas dengan cara menyusun surat setiap koordinasi dengan

pihak lain, baik untuk anggota dewan, unit kerja lain, maupun bagian

lain dalam satu biro.

4. Anti Korupsi dengan cara tIdak membuat laporan atau resume fiktif

dari setiap pertemuan.

5. Nasionalisme dengan cara mematuhi setiap peraturan untuk

mendukung kinerja dewan melalui optimalisasi fungsi Setjen DPR Rl

Tahapan Kegiatan:

a. Menyeleksi aspirasi/pendapat dengan disesuaikan pada relevanst

isu dan jumlah kata

b. Mengajukan permohonan aspirasi kepada Anggota DPR Rl yang

berasal dari masyarakat, yaltu kepada Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah,

S.Si, M.Psi.T

0. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

untuk mendapatkan aspirasi yang relevan dan sudah ada

jawabannya.
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d. Berkonsultasi dengan coach terkait beberapa agenda yang

mengalami pemunduran ke pekan selanjutnya.

Penjelasan:

Dalam tahap ini sudah dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Bagian

Pengaduan Masyarakat. Namun, setelah dilakukan konsultasi ulang

dengan Kabag dan Kasubag Media Cetak, akhimya diputuskan tidak

menggunakan aspirasi yang masuk ke Bagian Pengaduan Masyarakat

dikarenakan belum sampai termonltor hingga tindak lanjut oleh Anggota

Dewan yang terkait.

Mesklpun demlklan, dl tahap ini sudah dldapatkan aspirasi yang masuk

ke Anggota DPR yaltu terkait dengan aspirasi penyandang disabilltas

tentang Sepakbola Amputasi.

Gambar 12. Konsultasi dan Koordinasi dengan Kabag Pengaduan

Masyarakat

A.6 Peiaksanaan Tahapan Kegiatan 6 (Melaporkan hasil kerja serta

desain dummy dua rubrik kepada atasan untuk direview dan

disetujui)

Nilal-nllai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini dl antaranya:
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1. Etika Publtk dengan cara menemui Anggota DPR di ruang kerjanya

untuk menyampaikan gagasan terkait Rubrik Mimbar Demokrasi

sehingga mendapatkan aspirasi terkait yang dibutuhkan.

2. Komitmen Mutu dengan cara aktif berkoordinasi dengan desainer

gratis untuk menghasilkan lay out yang sesuai

3. Akuntabilitas dengan cara selalu menyusun laporan setiap kali

selesai pertemuan maupun rapat.

4. Nasionalisme dengan cara rutin melakukan musyawarah untuk

memantau perkembangan pembuatan rubrik sejauh apa

penyusunan yang telah dibuat.

Tahapan Kegiatan:

a. Menjadwalkan pertemuan dengan atasan untuk mengadakan

pertemuan rapat evaluasi penyusunan rubrik

b. Melakukan pembahasan hingga mendapatkan persetujuan agar

segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya

c. Bertemu Anggota Dewan dan menyeleksi aspirasi yang diterima

anggota dewan tersebut

Gambar 13, Melakukan pertemuan dengan Anggota DPR untuk

berkoordinasi mengenai aspirasi yang diterima dewan ke DPR
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A.7 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 7 (Mengirimkan hasil dummy dua

rubrik yang telah disetujui oleh atasan tersebut kepada Baglan

Penerbitan dengan segera mungkin agar segera dicetak dan dtbaca

oleh masyarakat)

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini di antaranya:

1. Etika Publik dengan cara berkoodinasi terlebih dahulu dengan

bagian penerbitan terkait penambahan dua njbrik baru di Majalah

Pariementaria sehingga dapat disesuaikan saat pencetakan

majalah..

2. Komitmen Mutu dengan cara rutin melakukan koordinasi dengan

pimpinan terkait hasil dari koordinasi dengan Bagian Penerbitan

3. Akuntabilitas dengan cara mencatat setiap pertemuan, termasuk

dengan Bagian Penerbitan

Tahapan Kegiatan:

a. Melakukan penjadwalan bertemu dengan Kabag Penerbitan Biro

Pemberitaan Parlemen

b. Menyampaikan ide, gagasan, tujuan hadirnya dua rubrik banj

tersebut dalam rancangan aktualisasi

c. i\^emastlkan agar dua rubrik baru tersebut masuk dalam edisi

Majalah Pariementaria berikutnya.

m
I

Gambar 14. Melakukan rapat dengan Kabag Penerbitan dan Kasubag

Pencetakan Majalah
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A.8 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 8 (Setelah diterbitkan secara luas,

Majalah Parlementaria yang telah memiliki dua rubrik baru tersebut

dilakukan evaluasi oleh atasan, pembaca, hingga anggota dewan)

Nilai-nilai ANEKA yang diterapkan dalam kegiatan ini di antaranya:

1. Etika Publik dengan cara menyampaikan apresiasi kepada Tim QC

juga seluruh redaksi di Majalah Parlementaria karena telah berkenan

membantu penyusunan dua rubrik baru untuk memenuhi tugas Latsar

CRNS Golongan III

2. Komitmen Mutu dengan cara terus melakukan evaluasi meskipun

desain lay out sudah dibawa ke bagian penerbitan

3. Akuntabilitas dengan cara menyusun laporan hasil rapat atau

pertemuan terutama rapat evaluasi

4. Anti Korupsi dengan cara tidak membuat laporan atau resume fiktif

dari setiap pertemuan.

5. Nasionalisme dengan cara terus konsisten mengangkat tema-tema

popular di publik dalam Rubrik Dinamika Parlemen

Penjelasan:

Pada tahap ini, dikarenakan terkait persoaian teknis dan koordinasi,

maka belum dapat dimuat dua rubrik baru tersebut ke dalam Majalah

Parlementaria. Meskipun demikian, lay out f\r\a\ sudah dimasukkan ke

dalam Bagian Penerbitan untuk dicetak di Majalah Parlementaria.

Tahapan Kegiatan

a. Melakukan penjadwalan kepada atasan untuk membahas evaluasi

hadirnya dua oibrik tersebut pasca diterbitkan

b. Menuliskan hasil evaluasi dari atasan tentang adanya dua rubrik baru

tersebut
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c. Melakukan pertemuan dengan Tim QC rubrik dan atasan untuk

mendapatkan evaluasi secara berkala mengenai hadirnya dua

rubrik baru tersebut

Gambar 15 Metakukan rapat dengan Kabag Penerbitan dan Kasubag

Pencetakan Majalah

••••VMS

Data BPJS Kesehatan Bocor«
Tanggungjawab Siapa?

1MI66APAN KOMISI DCDPR «

SEPAKBOU AMPUTASIPERLU
DUKUNGAN PEMERINTAH

olshw RMI teviu ug imMncmb

I™—*"

Gambar 16 Desain final lay out Rubrik Mimbar Demokrasi dan

Dinamika Parlemen yang telah masuk ke Bagian Penerbitan
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C. stakeholder

Jika dipahami menggunakan Model Pentahelix maka diketahui bahwa

pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rubrik Dinamika Parlemen

dan Mimbar Demokrasi adalah

G : Anggota DPR Rl

A : Kabag Media Cetak dan Media Sosial

B : Bagian Penerbitan

C : Seluruh pegawai Biro Pemberitaan Parlemen

M : Majalah Parlementaria

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

No Kendala Strategi

1 Menyesuaikan jadwal antara

rekan kerja dan pimpinan dalam

pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi

Melakukan koordinasi langsung

kepada rekan kerja terkait seperti

redaktur dan pengelola media cetak

sebelum pelaksanaan rapat

koordinasi

2 Menyesuaikan koordinasi dengan

pihak di luar unit kerja termasuk

penjadwalan bertemu dengan

Anggota DPR

Berkoordinasi intensif dengan TA

Anggota DPR untuk memastikan

penjadwalan pertemuan

3. Terdapat beberapa kegiatan

pelatihan yang terinformasikan

secara mendadak sehingga

penulis harus menyesuaikan

jadwal kembali dalam

menyelesaikan setiap tahapan

kegiatan

Harus lebih cermat lagi dalam

menyusun strategi waktu dan

berupaya memangkas tahapan

kegiatan yang sekiranya

membutuhkan waktu panjang untuk

koordinasi
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E. Analisis Dampak

Dalam pelaksanaan aktualisasi berupa membuat dua rubrik baru di

Majalah Parlementaria, yaitu Rubrik Dinamika Parlementaria dan Mimbar

Demokrasi, diharapkan masalah-masalah kedewanan seperti peningkatan

citra positif Anggota DPR dapat terjadi.

Sehingga, dalam jangka panjang, tidak lagi ada isu elitisme antara

anggota dewan dengan para konstituten yang memilihnya. Termasuk, dengan

adanya rubrik di atas dapat lebih mengedukasi masyarakat terkait fungsi DPR

Rl

91



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terlaksananya pelaksanaan aktualisasi penyusunan dua rubrik bam di

Majalah Parlementaria ini mungkin tidakdapat berjalan seratus persen seperti

apa yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan pada kondisi dl lapangan

memerlukan beberapa penyesuaian seperti penyesuaian rapat koordinasi.

Namun, hal tersebut tidak menghambat sepenuhnya pelaksanaan aktualisasi

ini. Sehingga meski jadwal mundur darl yang sebelumnya direncanakan,

namun, aktualisasi tetap dapat direalisasikan hingga akhlr.

Dengan kata lain, dengan adanya dua rubrik baru di Majalah

Parlementaria, yaltu Dinamika Parlemen dan Mimbar DemokrasI, diharapkan

dapat membuat Setjen DPR dapat lebih optimal melakukan pelayanan

terhadap fungsi DPR Rl, khususnya fungsi Serap Aspirasi dan Pengawasan.

Selain itu, adanya dua rubrik baru ini diharapkan dapat terus konsisten karena

sudah diketahul oleh Biro Persidangan sehingga menjadi penilaian tersendirl

bagi Biro Pemberitaan Parlemen.

Di setiap tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi selalu berusaha

menerapkan nilai-nllai ANEKA seperti dengan taat pada pelaporan, rajin

berkoordinasi dan melaporkan segala progres kepada atasan, mentor dan

coach, mengedepankan adab yang baik, patuh terhadap birokrasl serta

menanamkan nilai-nilal yang baik lainnya demi terwujudnya pelayanan publik

yang baik. Dalam hal Ini pelayanan publik berupa layanan pemberitaan bagi

DPR RL
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B. SARAN

Demi terwujudnya pelayanan publik yang baik di Biro Pemberitaan

Parlemen khususnya pada Bagian Media Cetak dan Media Sosial, diharapkan

terus ada inovasi yang baik terutama dari sisi teknologi sehingga produk-produk

pemberitaan nantinya dapat dengan mudah diterima dan menyentuh hingga ke

masyarakat. Sehingga citra DPR Rl pun dapat terbentuk dengan baik.
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1. Tatiapan ke^atere
Manfuaun pain-poin iriMifean
dart iBkeyfeiw {umalia,

ndoktur. dan Kabag MaSa
C«tak

I OulpU ka^atan ta«t)Ktap

iwrnwadtan Inr
- Marantfiun hud dlfkwl dai

npet dan pvtemuBi lenebu
taraatul

3. KMBftattM KManei maia peMhait
M n bartahnMngHi maHpabttian
MuatabNai wtuk manM* badlat Mta
tnOjk btdia d«i gn Pmbtttun

KonotHHl taitiadop v**4nad

OTOaniaMl dan panguHtoi nll«
cfomiaal: Hal M Mrtatan dargan
panQuatan nlaj akiJiabfllai Inifa
HQwat dalam mviaportsn aaClap
IwgMti >«flg <Mi>iuinii»»

CiMwi Mentor

•vUr<> •»

Pmni

Mentor

V
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: Mar^Man dan OTn
McnMMflnritdli

*010900. **n^ a»rgi paawMin

Ptny«(e»jii«r K»giatan

t. ratupwt MeuMTK
a| ManyuuntmOCjiwigMndM

tHM Ammw snM. taognlar.
Vna(a. NnoB*baglan patwW*"
anrtuk riMrryvMn <M M«l ^
MMhtaaabul

ftj Bartneftfaiaai Mngsi <a«rMr
M* pcpWMufcan Thn OC

e) tmi OC wwiUuekiMmeoe
mehaga pmww penfuewian dw
luMibanjMrflMairiii^

Z OmpuikagMMnMrttadap
pemecahan Hie
a. MmMpltanTtaOCjMnBttMl

OiMtuM Kab«o dwi
KMubag

b. MawttAan lama ying tfew
Rubt* MnMr

DbikmmI dkm CkMmlai

a. ttawrmar 5>^<anai Man pi)f>w:
Penenkan im oWi Ttn OC

mnjadttan adpie liil pnjfciendh*
viM Mn|api haal dvt hortm nMk
Konntual Tartiadap Vla»-UW
Otsanlaai Mn ^nguaan M»
O^srtatat ^narttjan tM gWi Tin
OCBianiaMinadanya aw
pniMaraitM urtAflMf^apitHMtti
bniMiMMk

t»mn Montof

HtfU '■-»-***✓

Pnf

Mantor
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.MiOlMtfWnvwnwfvvnwvvvmw

DwiUMAuMUMwOaii«AMi.MpM
pwnbuMrtMl*!bwu««*ptn^manakM4»t
Mrt>wMwicinmoBMMnn)«rgaafc«k«Mi

PtryelaMMnK*qMm

t.Tahvank«giitwi;
•.MimbMi«n«l(MraM

wim»Mw)*9t»iwaUW
mwiA«MrtpendwrtnyVfMlMi
riufl^rail
CMaun^•MbuMnwtrt
npirMlIMMAwMfcandl
Mtlpanb«riku(fty*tfthMMkM

parubahanp«l«MOi'*W,yaity
tanyaMtatMpmynnpiiwi
••pIrMiywfl••npiiha
lM§gauOawM•OedwgDM

%•wMflWamMMinQraA*kMMp
dwemiiw>flnemenwf
nmMtanduan*>Qikrxbd

2.Outputk*oM»nto(ti«fap
pamecMxnIsu:
*M«tIqr«M<lu»•ubnkhapadi
lobagdMhMiiiagunUt
winOipiaMn

3.KelerVAttnSubstmlMM

ptMStan.e«haian«Mi|in
KarAiwIMutMk*«n«nM»4Ma*i

MMtfdinQanMlfterkMmbf
OvnowwidMtQnKNk*FWmn

4.KontribusiTartiBCtapVni-MW
OrgBniusIdanPviguaUnNUM
OnySniMir8»1aAvi
fttlM<a«^unU(wii)HjBtoMwi
pRdtApanMNnnpMMWt

CobnanumTPMtr

MMor

Vt»)r
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P«nydw^K«gMin

1 Taha^kooMan:
•.MtnyriMi MpiMVpand^Mi

Mtowmi «u MUM hMi
tLMKyHutm pannoherwi

^^••ban kapadB AnggM OMt
N LMt HMMb #raialt MrM

lirtM atpin# dMt i-nMywakai
• flMh»iii»wii iluiiafi Bra

t4jhim dir Pw^adian
Hi>li)paiW utMA is«id«pMan
MpkMi fWtwaw 4ar> (udkh

Ida (twoMnnra
Csttiw^ Aa»lwil Mrt laaiM
fwigaduan tot •iwiufcal
M* dlMTUMn Mam Upe*»n
M karaM »anai antian dan

Katag Ma«ia Catak aan Madia
Seata. fndM MnM dwt
ftagtan Pa»9aduan Maararahat
Mah aanpal laftnnriWf aWi

mflaata amwM |wa«

fearaanfliMiaii-

4.Barinr«ita

2.

kvk«l Maiapa •jitfc jwio
iMHiir k* pakan W^a

Output kagiaianteftMdBp
Pemacahan Iftu maaavaian
taHiaa a«irM dan leto ^ *a(

AngpM Of* m uoi* HarA
AMriiK raoaiptfttn cvMt

«•#« Mki adMn ma>

aaffan ^9Mv>
Mtuwrtm

9. Katerl(an*n Subatsnii Mata

fery«VMMMMr«NiriM0i
I eel. e»Hwlwi de«

GaMan MHof

#*•

Vsy*

-yasr
UBmar
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RE3ME
KOOROiMSMK0ittuir4»tiwn*WWWiiieA*oewwM

01jMJULUff/u&aevrMM

HaMnugri

TefflpM
Kavalat
PcnMiptnRvit

8MM.»U«a021

ftjanatapatSubBsgvMateCat*dnWMIi
RapatTtnQCPmitnRuMBndlUijMPvMmMi
KaMSubBtQHnMedaCaCakdanWaMto
1PiinaDmljrti.A.Me
2.EmaiStfKAilrt.S.Soa.i

MoakmaadAudiMBnuKtvS$«
48«#riftBoeud,&P

IV.RijialiSmailpKlipuiBiKlOO
V.Hariln(alpatMi«ipanywunanni>rfli(n4atah

•TiffQCatean—nQWltoitentaaertiluilBnpgiyuaunandambrilbaiu<
PaWMiilaiteLyoliOtranbadanftjbrftMnteDMteai

•TtoiQCnmaNksrbtfHAtnrtandabmruMDMmtaPsiananM*tote
danganaupettil.Stfng^idioiTiBteRambMtenPataraiMsakaoagka
(rctenirftii.

•r*QCsapititixiUkMnsan^tonaKebocontiOitaBPJSdateMiiltOtenka
Pail«aer>)«igaUndan^dawUi^P»«m«*rtaEdWhW2021

•mtXaeeakalurtukman^rtafcanMlduiTW7(tasMtenMMaatUMBa^
PanatManpadapakvperisngahunMJmiI2U1

•TliOCdunKftskKrdRaaldviganPtBkoPenCeitlaenPartamwirtd«n
aal^xxkanNastttw^aahl-ggateivndalvnpargwwr

VI.R«eOba*Pldul12.00MB

JakaU29M«2iai

KapaMSubSsBH)
MadiaQtedaanwal*

Nptta«Himoeai0ii]ia
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p

•MBpnMfWMniMOViiiif

•WMMAdlrMUdWk*

U»)iUbr

1.Tahapank»gMwi:

^IMikuittftptrrttfMWiMpqbV
MndmttonpmMPMftwfm
liywiiJ<w»iflMn!•ielerVjA—^

AfiMMHWfem^aaln VIW^WVi^

•andiHliifcttwipy«no

(^WMnMf•mMrrtw6m
ntekMnabu!

tf>»nfu•ngjoCadaannOm

ywedNmnengeotadew

2.Outpmk«9Msnl*rhadap
PafTwiCiahanisu,wnmptai
WrtMapilMt«Wl«»iKIof
/mhwom«UMttenfc

&MwkaitanSuMmiMM

pOIWMn.SwtfM^

mMinwi^ViKemtoMnlUu

4.KonMx»iT«tia(tapViB»-

MaiOrginiBasidan
PanguatanNteiOiDBiMi;

^OiManrita>««ikMrw«Mi
w*iwwiffMMiauftma*
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Ki^Hin 7 ; Mergmiiin heii duirwiy dw yeng l*h **(|ul
oWi alBtan IwmM hapadi bigMn ptnfm dwgiA
Hgm munglAii^ aegen dtaalBkdutAmoMl

Psnyelaaaiar KsgiBtBn Catittn Mertor Paraf

Monlor

1. Tahapan tog^iv
W» krM-t

1

a MiiiliLJai pot^adtratan bartMW
dangan laniBg
PwnbaniHn Pvlaman T

bi Mwampstan M. gsgnan,
ik4tMn hadmya dua ruM bni
lanRbui daiarn nawarmn
afclflaati

& Mamaaltkan agar dua ruM bwu
laraaCui maaiA datam atfiM

barftulnya
d. MdMuivi pambah^on Nngga

mvidapalkan parsalujuan a^ar
dIarfLAvi ka tahap

aalaniuaniw

2. Output kegManterhadap
Pemecahan Isu: Mewfapauun
(wraMutuin dart katkteg
penfMan i.raJi AxM 4nia( OlB

n±rti MRj tanMi ji dMam M^Wn
Pafiamanianaa4a> t>artiu»va

3. KaterkMan Subslansi Mata

peMhan: Sananbiaa
ba«axiraraa> dangan pm^rai
uflbii nwnjtga Komtman IMu
•aSap produk aambefflaen

4. KonlHtxAiTarhadap Vla^
Miai Organiaasi dan
Pangkuuan Niai Organisast
bvtaMan dangao aank

mMiyan anggeaa daaan tasMl
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SMUHTAMAT JINMlULSiKRVAlUlli

—'I*** BONAM POTNAKMAll MAKW

mMMUR INDONUU

MM. JtmtlU*. <j*tOr RWOfO iiMRAMOi

tSUMMM

iu&'ia
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il

MKM1MMT jetOdUL BAM •AOMt

MfMtlfir MWAN PWrVfAIOLAII lUKTAT
MTUnJK IMOOMUIA

Aa AMMIWi M^Or 4IMD10 MMfflAaOOt
mMsn til'.

irnmttmm-

< t Jm

} qm hM inraiiaMi

(Wi» MW* MM* ftMM«•
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K^Mwlwalu*UajelehPwwwwe
)«rQMtfimimMado*nMtbanilen*ui4l*lNlw
•kMuwiiMftpwpnanpwnbacii.rvigOJanggDta

P«ny«ieHianKagialanCalaMnMar«orPMf

Mentor

I.TshiipankeQiatan:t^ alilaiil[i*«npitw>iinlwiaart—i
pnpManaianiMNa

•MkNuurttdfiryaduafUMk
T •raaMMicicnarWkan

k.MmMunnaailoiuaalMu

•HHAandaiataMnWitang
BdanyaduanMibvuMabtA

TimQCfuMdanp»prm

wcacabaiKatomtnoMM*
hMmyaduanMtmabul

ZOutputkagiBlBnlarhadap
Pemanahanin:
da*aa>Snaijnutsa^radapai
tkatako%nM9anparwtMon

3.KetatkeAanSubitansiMata

l»iMar«iaMdanganr«ip<wi

(tMnntrpQ^HtMkri'tPiyjki

4.KonlrfbiB<TarhiKlflri\Aai-
MWOrginiBaiiilvt
ftanpuatanNSaiOganHaifc

polMCMkBiuntAimrtfeB

MMyMOTggaadMviMu*
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• r..

Data BPJS Kesehatan Bocor,
Tanggung Jawab Siapa?

IC
UMCAMN KOimiX OfH M
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S£PAKiBOlA AHPUTASl PERLU
DUKUNGAN PeMERINTAH

K

«• iiH* I f •Tti" -iMiTirn-nitinT^T'T-i-- t
>M « •W*l t CM * M .kMt I

MM 111•« Vtt • N<* ' «
W*l» li II

113



I

I®

11pi5
il

ca

!|!It
I

i
m

;
i

i
\\

-?si|iJ£|j|f{
ism

s
i

!i
1

5i!?l

ll
•

M

'̂1iij

fi



KARTU BIMBMGAN AKTUALiSASI COACH

Ham*

NIP

UnrtKwis

Iden—iflgj m

OoBBun PstrwcMun Mi

Kiglifcn 1

: Budtnan, SI P

1GeBQ2273Q20121001

Sub Bsflian Ueda Cetak dan Webale Bvo Pen*e«flian
Parlaran DPRRl

; Jumait

. Bekvn tenapainy* opttnrt»Mi Mnwii dan dIra positir
DPR Rl meiakji dtrfartQaninovMiliabijriwi pradi*
pernberlaan yanQ leUh aspirattf. edukaW. dan tofbubi
kopada puMk

' Wengfiadlikin dua mtoikbaru baoudii MimbarOemokrw
dan Dinamka PTiemen

Kanauteii dengan Kabag Media C«tali dwt Medtai
SosU. tvdaklur maialah, dan r^ian ivlwi lumaia
lamnya tartan adanya LBulan dua (ubftc bwu di Ma|abh
PartemaMana untuk pataksanaan akiuallaaai

Peny«leaatan Kagiatan

1. Tahapan kagiatan:
•] MalaliuMn pinjaawatin twrtenm

denpar Ka^ Uada CaM dan
Madw Scant. rvdaHor

dan rai(«v<«kan (unota tonnya
b] KantiiiaB dcnQon Kabog Media

Cat* dan Meoa Sovtf r«d*tur

mifatah. dwi nkaiwi«kan jumaiM
tomnya ttiuaii rancana i»r»eteK

0) Ban««va randapaftan maaufcan
aena dtJundan^eraeh^uan Aa
nibrit Mraatu unb* palatiaanaan
Midttaai

2. Output kagiatan lartiadap
pwnac#isn lau

a) Aadakhrikn Coach aiambatlkan
wauart agar RiMk Dinamka

Catalan Coach

OxlMHki
Urtio. «L<.

OrrjU

UiM
UrvftiAgi

Itjj1^1

Pw^

Coaeh

F
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Ke*«m2.MarangkianMnmewpertunDMpMMnuan

ntwnkanjianohradMyrtapadiKan
UmIbCM*MadiaSoM

P«nyel«MianK«giatan

TahamnkegiBtan-
•ManyuatftpoHv-pomrraairiun

danr»kafvrak»ijumaia,

r«d{MurctartKabagMad*
C«Mli

2.Ou^wtkagiatanterhadap
pamacahanlau:
•Merangkumhatildiakuaidan

lapoldanpertamuantarsabut

tenebut

KaMoitantuMansnsepeWhanr
KrinboriuUjpdsnQMimata
MiumaMtsiurMiMtasatuMaMlae
[InurtIIIIIIiliiifliiiPiii<i»t»i

Paramen

KonkijuwlartiadapvsHnwl
OTQarwaajdanpenguaiannlai
oroanMaiHdinbwkaMndingan
pargiolainWriunabtta*Unaf|a
pagawdaBinmatatoniafiaaaap
kagiatanyangdibfciitannjia

CaiatanCoAch

fttiUl

Pnf

Coach

F

•Sfl
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KegManS : Mwijaditjn nmaywnrafi dan pengantilan leepiii**i
teeare tebh oepat d intetiwl radiM PiAa)eleh
PfliuiiwiUiie, tennasuk meHw»jn deefier yfc,
Hiimyelei, h*<a9e a»ngen pewefcHen 8«gten Peneifew

Penyeleseian Kegiatan Catalan Coach Paraf

Coach

I Tahapan taegiatan;
el Monytsun im QC yeng Mrdii den

mw deeerwr grate, letogrefer.
jumait hngpi bagiar perwrtitan
uraih* mAnyusk/1«sl miti due
nArfclenebut

bl PerilcMfijwaai A»notn Coach
uMuk peinbeniiiiBn l>n OC

c) TVnQC memutuikan hngga
mei^epe proeee panyiaunen due
niMi b»u ni di Maleieh
Partemertane

t OulpU kegtatan tarfia<l8p
pemecahen ieu.
• MenatepkanTenQCyvnoletah

OieeUiJui oMi Kabag dan

Kaaubag
b Manantidar iBiTB yang fitan

dtongkat delam Rubrtfi Uknbar
DewMfciaei dan Oinwnfca

Parteman

& Itetariianan Siteunii Mati peMhare
Pananluan temi atoh Tut QC

edanye sei prafesenaltu
urtuk mer^i heel dar hantan niick
KontiAnw Tflr^8d8f) VIbK
Oreanttaal dan Penguatan Wtt
Oganwai Penevtian lema <Mi Tim
OC mentadkan adanya sHi

proteeiDnaMee unti* ma'pge haai dan
borttan tubnk

fMfJIplta. ll'
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Kaglaian4 : MwrtuM «Mm unb* manwijang hadlmya Riiwk
Dkwnfta din HiAflk Mmter OemolcnHi. •epvt

pcmbusttr •Rial baru urtuk pangrwiMn M«t dan aarsa,
wna MiMarcais mmata dewan t«rg wBrg b««teda
prndapal

PenyeleMian K«gi>tvi

1. Tahapan kegialan
I Marnburt wnal iUeii£4l

MnMTtara) tgm want*
Rwnyalivkan pendapaviys makiLi
okiffi grnaii

Cauua panbuatm •mal
•sfMrasi Hah dMniaiian dl

Wxa^n barfkutny* dlh*r«<ialuui
panibihu pala ufftraal, yiMu
hanya a«bataa penyampaian
aepinm yang aampal ha

Awbb*«0*"«" PW<
) Bervama DmdBMin grate hcna^

dcsan yang iat:«wimit

rtWAcKrskan dua ndr* leraeiM

2. Output kegiatantertuidap
pem«cahan «u: Mamaicuafcan
deiwi esyoiXdua rutek kepaib
taHiag (knimubag unwk
mandipaajn acprovai

3. K«ttfkaMan Substaisi Mats

pelathan SanaibiiaansBn
KomAiw) Uuhi ur«tAmenjaga deaMn
HUB dangan m fttttik Untar
CWdvaim dan Onamka Partwen

4. Kantrlbusi Terhadap \Ah- Uisi

Organisasi dan Penguaian Nilai
Orjmusi' BatalandH^aK*
PriAaual urUii an^kutftaimmc
rixhA pamBaraaan MPamafl

Catalan Coach

\»a..

Par^

Coach
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KsgUanS : MwooXi yang Atapoton <M wnqa
yang ditalurttan Nita email. Bro Hukun dan Panpaduafi
Maayarakat, nrta audlarai dengenenggoeidewan

Penyelesaian Kegiitan

1. Tahapan kegiatan:
a. MBoyWctJt aapraaiit«ndtpM

dBTi^an dnasuahan pada
mtawanw «u dsn lu^lah kats

b.Uen^afukan pwmchon*)
jWMban kapada AngooU Of^

n Ledia Hanis Analiah lactais

tvkaa acpvati dan maayaraMl

e Batfceor^aal denoan Btro
Kikum dan Pvigaduan
Mwyarakei uniuk mandapMkan
aapM yang ralavan dan tudah
sda iaNrab«r»iy«.

Catalan Aapnai dari Baglan
pMiaadiwn darl miaiyaraim
•dak dtovriskan dalam taperan
W karaiM aaauai araton diri

Ma# IMIa CMah dan Madta

taatal. indak )anfu( dari
Baglan PaAsidiiaii Maayirafcn
Bdak umpal twiiMaafcw oiali

aNtaota datiwt yang
bwaangkirtaa.

d.Ba(fconautt» dangan eoacli
terkM tMibersFB agarda yang
irundur ka pekan ketj^a

2 Output kegiatantettiadap
Pemecahan isu mtndvaKan
Iwitaa aaptraw dan tHD dan fV
Mggota dpr fti Leda HanUi

MiaMt. mendapaUan bvtoa
aaMi taki Muen in8»|(»iu yirg
Asnma tacara adrraiMrairf

Ivpada eaoMn PmoadMB

Ketark^n StA«tafW Mata

CatitanCo^

y'I •

Paraf

Coach

F
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Ksglalane : IMiporiun hMl laija wta dmbi dummy dm tubrtc
Mpede eaew irti* dW¥^ din dWfc*«

Pflnyetesaian Kegfatan

I.Tahapenkeglalan:
& MantoAMlMn pM^muan

denowi Macan
b. Motafcuksi fmrtMtmm hngga

mendw«ai«n pefMb4uan ag«
•agera dttanu*an k> tahsv

MianM'^a
e. Beraama Mn deaain grata urtuk

trwdeuin kcMp yang
rBtraniiinlMt nwndmkan dua

rubrk larMfaut

d. Bertemu anggdia dewan dan
manysUs Mpm/pandapat

ytng anoooO dtmon

Z Output keglatantert^adap
Pefnecahan isu: meodaeeiw
Mftaa aaciraai dar Me dan «U

Angptt OPft Rl Laite Hanrfa
AiraMrt. ManMrikan draf daeatn

uRh* dtaenMan kapada deaan
goia

3. Kctarliaitan Substansi Uata

peistihan: Svnaaa
baABORlttaai dangan panpinan
urrtiii n>eqt<^ Konatman Mulu
•aeie predwt paneentean

4. KontrlbuM T«rhadap Vlal-
Misi OrganiBasi dan
Penguatan Niiai Organmsi
barloRan dangan aaMk

prafcaontfta» «luk iBivtBaB
maevan anggflle dawen eeeuH

Cstatan Coacti Parsf

Coach
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KA^atan? :MBnpirnikvi hnl dia«ny dut IUM( fangMMitnniiji^

oWtaiHan tvnM hapiA baoMn fMnerWv) dwin
M9n nii««Mnag* «aom doM* dan dtoea eWt
mwymhai

Pvyatesaian K«9iatan

I Tahapan ke^talan:
*. MMkkiw paryadMMlan barlMu

aengMi kwjbog PeoMMan 8ra

Pambafflam Parlafnan
}. MenyainpiAiM id* gtpuvi.

Mw Nadmya dua nix* bni
tomfcul eWam rmcorgn

3.

^ Mtmntikan igtr aua rArtc banj
ienabu maauk Mam adM

parlBnwiiijila

bertkLCirya

. UaMwkv pmtthmar t««ga
fnandieaaun panatiiuin <gar

•agwa dMijuflw km
HHn|u»iyi

Output kegutantertiadap
Pemecahan Isu: mmvmkw
(HfMuiuan tet

penartnan urCjk dspat Arwl dua

nAr* barute<abu dMwn Mi|Mi
Partanartansadti berlkutnya

KeterHatan Substarw Mata
paMhan ScnamsM

bofkooniruM danganpifnprai
ur** owntaoa Kon«mn Mum

•MtppradukpintNnlMi

Konlribusi Tertiadap Via^

MisiOrgarMSBsi den

Penguatan Nie* Oryanttasi:
Bartadvi dergen aapek

pi'dwit.iriiUi untuktaraniaaa
metoyaniangncta deaan awuai

Catalan Coach

^Cwihfo lnro|»n^
(U.v^

llir*««

Paraf

Coach

121



KagManS ; SaMihtfMrtMiM ncara lua* Mbfabtt P*lan«ntaria
yans Mati tiMriia d«n rubrfe bani torwbut dtakiAan

mIuw alih (HTipnan. pcfnbKa. Nnggaarggcn

Panyclesaian KegMan Catatan Coach Paraf

Coach

I.Tahapankeglatan 1
a MrtrtJqn panjadwriBn bartanu It.

ptwplJwn uiUi maniMhai \
had^s dua ruMi

1

IvwIM pMca dttvMkan
b Manufokan hasi evaiioKi atau

(•asiican dan ataav> tantang
aOttfft «M rvtirti b«t\j (arcnOi*

0 Mtolilaian pammuan dangiti
1>n QC rubnk dan paanpran
irtiJt mwHMwiuiti «raiua«
man bartiaia manflaw
hadBTiyadial rubrii Mratbul

2. Output kegiatantarhadap
Pemecahan ttu Mmdspaocat
deain Anal urU tagara *•1^
dleatBt (»tt MoMnMnarMan

3. Katarliartan Subelana Uata

pelstihan; SanarMaa
bartewdlfiaw dangan pnpiMn
untuh mcT^apa KonwliiiiMutu
«aa« preduk p*(T««iiBan

4 Kontribusi T«ft)ad^ Visl-
Maa Orgsnisasi dan
PengustanNia OrganisMl
tartatan Mngvt
fuTtMtwatlii iHia iwiaiiMi

iiHyrwi •tggoM dawonmm
1Mb.
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